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sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal (8):27).* 
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ABSTRAK 

Uun Mu’abidah, 2023: Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha 

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Online Single Submission, Perizinan 

Usaha 

Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan implementasi Online Single 

Submission (OSS) karena kewenangannnya sebagai pelaksana pelayanan 

administrasi perizinan usaha yang ada didaerah. Dengan adanya ancaman sanksi 

bagi daerah yang tidak melakukan pelayanan Online Single Submission maka pada 

akhirnya diberlakukanlah peraturan pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik yang merupakan Peraturan Pemerintah untuk mendukung suatu output 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan proses pelayanan di 

bidang perizinan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sarana untuk 

mewujudkan persyaratan percepatan perizianan berusaha.  

Fokus penelitian: 1)Bagaimana bentuk implementasi Online Single 

Submission pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?.2)Bagaimana 

faktor pendukung dan kendala dalam implementasi Online Single Submission pada 

perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?. 3)Bagaimana solusi yang 

diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi Online Single 

Submission pada perizinan usaha? 

Jenis penelitan ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data melalui uji kredibilitas data triangulasi sumber. Kesimpulan dari 

penelitian ini: 1) Dalam melakukan implementasi pelayanan OSS pada perizinan 

usaha Kabupaten Jember di DPMPTSP Jember perananya sebagai Lembaga OSS 

didaerah yang hanya bertugas sebagai wadah pelaksana perizinan usaha secara 

OSS. Pada bentuk implementasi OSSnya mengacu kepada PP nomor 24 tahun 

2018. Bentuknya implementasi OSS dimulai dari prosedur pelayanan dalam 

pendaftaran izin, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan 

penerbitan izin usaha, sarana prasarana atau fasilitas pelayanan OSS. 2) Pendukung 

terdiri : SDM terdiri 29 orang yang memiliki tugas sendiri dan didukung pelatihan 

staf pelayanan perizinan. Fasilitas peralatan: computer, jaringan wifi khusus. 

Penyediaan fasilitas yang datang langsung ke kantor, Peraturan Perundang-

Undangan. Kendala: Lemahnya SDA dalam media teknologi informasi, kurangnya 

partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan pelayanan baru, sosialisasi yang tidak 

berkelanjutan, kurangnya anggaran untuk mendukung oprasional pelayanan. 

3)Solusi yaitu Lemahnya SDA dalam penggunaan media teknologi informasi.

Solusinya belum ada karena belum ada kesiapan dalam hal penyampaian informasi 

melalui media sendiri. Anggaran kegiatan pendukung seperti sosialisasi 

dibuatkanlah SK oleh Bupati/Kepala Dinas. Solusi sosialisasi yang tidak 

berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran di antisipasi dengan 

melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Teknologi menghadapi perkembangan yang sangat pesat di era global, 

maka peran negara dalam hal pelayanan harus disesuaikan dengan kemajuan 

teknologi karena pemerintah menjadi fasilitator terhadap aspek seluruh 

pelayanan. Keharusan adanya norma dan undang-undang yang memberikan 

pengaturan yang jelas muncul apabila ada upaya untuk memperjelas hak dan 

kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta perkembangan tanggung 

jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan baik jika pelayanan umum 

diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dalam upaya 

mewujudkan cita-cita dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
 Dalam bentuknya yang paling dasar, tata

kelola terdiri dari tiga peran: pelayanan, pemberdayaan, dan psengembangan.
2

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan umum selain 

memberdayakan dan mengembangkan. Maslihatin mendefinisikan pelayanan 

publik sebagai keseluruhan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia 

1 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Sri Maulidiah, Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)  

(CV Indra Prahasta, 2014),15, https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf 

https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf
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layanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan melakukan 

persyaratan hukum.
3

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang merupakan 

Peraturan Pemerintah untuk mendukung suatu output penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka percepatan proses pelayanan di bidang perizinan 

yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 21 Juni 2018. Merupakan 

peraturan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan usaha yang 

terintegrasi secara elektronik.
4
 Peraturan Pemerintah tersebut merupakan

sarana untuk mewujudkan persyaratan percepatan berusaha Peraturan 

Pemerintah Nomor 91 tahun 2017. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan jaminan kepastian hukum diberikan pelayanan perizinan dan 

upaya pemerintah untuk melegalkan kepemilikan, hak, dan urusan bisnis di 

masyarakat tercermin dalam pelayanan perizinan. 

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di bidang 

penyampaian layanan atau bagi masyarakat sebagai penerima layanan. 

1. Penetapan batas dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab,

kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3 Ika Ruwaina, “Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan 

Perizinan Berusaha: Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa 

Tengah”(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019),4.  
4 Kominfo, “Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (OSS),” Kominfo, 

02 juli 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-

pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita
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2. Penciptaan sistem untuk memberikan layanan publik sejalan dengan cita-

cita umum perilaku perusahaan yang etis. 

3. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

4. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang setara dengan

peraturan perundang-undangan.
5

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom dan 

tanggung jawab tugas pembantuan. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah 

pemberian izin, yang dirinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 4 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang juga 

mencakup pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.
6
 Menurut Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan 

perizinan sesuai dengan pedoman undang-undang.
7
 Menurut pandangan ini,

pemerintah daerah terdiri dari organisasi, lembaga, instansi pemerintah, dan 

pemerintah daerah. Sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, 

daerah dianggap melayani kepentingan masyarakat setempat di setiap 

daerah.
8
 Dengan adanya ancaman sanksi bagi daerah yang tidak melakukan

5 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 3. 
6 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (2). 
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 350. 
8 Aries Djaenuri, Modul Sistem Pemerintahan Daerah, 1.6-1.8, 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf. 

http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf
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pelayanan Online Single Submission maka diberlakukanlah peraturan 

pemerintah yang baru.
9
  

Terkait dengan evaluasi rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), evaluasi capaian OPD tahun 2018, dan isu-isu strategis di bidang 

pelayanan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Jember dilihat dari 

kualitasnya, permasalahan yang muncul adalah belum adanya sistem 

informasi perizinan yang terbuka dan mudah diakses dan digunakan oleh 

masyarakat, waktu pengurusan perizinan yang masih terlalu lama, dan 

prosedur perizinan yang rumit. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Jember berupaya memberikan kemudahan dalam hal penanaman 

modal dan pengurusan perizinan, dan Kabupaten Jember yang pada akhirnya 

menerapkan perizinan usaha melalui Online Single Submission yang 

terkomputerisasi.
10

 

Adanya pergeseran pelayanan yang semula dilakukan secara manual, 

dan harus mengantri dengan mendatangi loket dengan adanya Online Single 

Submission pelayanan perizinan menjadi berbasis teknologi web. Semua 

orang dapat mengurus perizinan secara online dan ditangani oleh perangkat 

daerah setempat melalui penyediaan aplikasi pelayanan perizinan dan non 

                                                           
 9 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, 

Pasal 100 ayat (3). 

 10 Pemerintahan Kabupaten Jember, “Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018.”  
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perizinan.
11

 Seperti yang dikatakan Bapak Andika selaku pegawai Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember:  

Online Single Submission ini adalah pelayanan yang diberikan 

Pemerintahan Kabupaten Jember untuk memangkas perizinan usaha. 

Dulu masyarakat harus mengantri mengambil nomor antrian para 

pegawai harus mendatangi meja kemeja dalam proses pemberian izin 

dan prosesnya lama dan berbelit-belit. Masyarakat harus datang ke 

DPMPTSP untuk melihat apakah sudah jadi atau belum proses 

perizinanya. Sekarang transparan dengan adanya Online Single 

Submission masyarakat bisa melakukan sendiri dan mengakses secara 

online dirumah masing-masing dan memantau sampai mana proses 

perizinannya.
12

 

 

Online Single Submission adalah konsep e-goverment, dan 

menjelaskan bagaimana pemerintah melisensikan perizinn usaha secara 

online atau menggunakan teknologi informasi. Layanan yang ditawarkan 

dimulai dengan proses aplikasi dan berlanjut hingga penyelesaian item 

layanan menggunakan elektronik dan kertas dalam bentuk elektronik. e-

Government atau sistem elektronik membantu dalam mengurangi biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh layanan 

dari instansi pemerintah. Masyarakat atau pelaku usaha hanya menghabiskan 

sedikit usaha untuk mencari tahu bagaimana layanan dapat diperoleh yang 

mana informasi tersedia diweb tentang aturan, penerbitan, dan prosedur 

layanan yang dapat diakses dari rumah.
13

 Menurut Indrajid manfaat dari 

konsep e-govemment bagi suatu negara, yaitu:  

                                                           
 11 Tentang Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Rektorat Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri, 2019. 

https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/dokumen/ 

 12 Andika Akhmad Wijaya, Wawancara pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember, 

Diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 20 November 2020.  

 13 Etin Indrayani, E Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangnya di 

Indonesia (Kabupaten Solok: LPP Balai Insan Cendekia, 2020),75, 

https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholders. 

(masyarakat, dunia usaha, dan industn) dalam rangka efektivitas dan 

efisiensi dalam kehidupan bernegara.  

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas tata kelola dalam 

bentuk penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik.  

3. Secara signifikan memangkas biaya administrasi, relasional, dan Interaksi.  

4. Memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperoleh sumber 

pendapatan baru dengan cara berinteraksi dengan pihak-pihak terkait. 

5. Menciptakan area komunitas baru yang dapat menjawab semua masalah 

dengan cepat.  

6. Pemberdayaan masyarakat melalui pengambilan keputusan kebijakan 

publik secara adil dan demokratis.
14

  

Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang merupakan suatu kondisi 

yang harus diperbarui secara berkesinambungan dan terus menerus. Ciri 

keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dipenuhi melalui 

kemajuan teknologi informasi, yang merupakan pilihan lain. Interaksi antara 

platform online ini perlu dikembangkan untuk mengelola administrasi 

pemerintahan, terutama dalam hal penyampaian layanan. Ketersediaan 

permintaan perubahan memungkinkan penyelesaian masalah dengan hasil 

yang dapat meningkatkan standar layanan administratif yang semakin baik. 

                                                                                                                                                                
https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-

Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515

efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.pdf. 

 14 Hamila Maktublo, “Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik Online di Dinas 

Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta” (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan 

Masyarakat Desa (APMPD) Yogyakarta , 2020), 25. 

https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.pdf
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Pada konteks program baru akan tampak akibatnya sesudah program tersebut 

dilakukan. Dalam implementasi suatu kebijakan yang merupakan suatu 

tahapan penting proses perumusan kebijakan yang akan dilakukan 

selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan tergantung 

pada proses pelaksanaan implementasi. Dengan judul penelitian 

“Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam 

Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha” yang 

diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan implementasi, 

beserta faktor pendukung, kendala, dan solusi yang diberikan Pemerintah 

Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu .  

B. Fokus Penelitian 

Dapat dipetik beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana bentuk implementasi Online Single Submission pada perizinan 

usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi Online 

Single Submission pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam 

implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ialah gambaran suatu arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus merujuk pada masalah-
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masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.
15

 Secara spesifik sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuannya adalah:  

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi Online Single Submission pada 

perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam implementasi 

Online Single Submission pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten 

Jember.  

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember 

dalam implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha. 

D. Manfaat Penelitian 

Kelebihan penelitian yang mencakup kontribusi dari apa yang 

dibayarkan ketika penelitian selesai. Manfaat bagi penulis, agensi, dan 

masyarakat, misalnya, adalah contoh penggunaan kegunaan teoritis dan 

praktis.
16

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:  

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan 

terkait dengan Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan 

Usaha  

b. Sebagai bahan pengembangan keilmuan dibidang hukum yang 

berkaitan dengan topik ini.  

                                                           
 15 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 

2021),45. 

 16 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45. 
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c. Menambah referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang 

memiliki topik yang sama.  

2. Secara Praktis. 

Penelitian ini berupa masukan dan sumbangsih pemikiran yang 

berkaitan dengan Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan 

Usaha 

a. Bagi Pemerintah 

Memberikan pemahaman bagaimana Implementasi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan 

Online Single Submission pada Perizinan Usaha.  

b. Bagi Masyarakat   

Agar masyarakat disemua lapisan mengetahui tentang 

pelayanan pendaftaran perizinan usaha dan juga tentang Implementasi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan 

Online Single Submission pada Perizinan Usaha.  

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Di harapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan 

kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

hukum, dan memungkinkan perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember menambah ilmu pengetahuan.  
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d. Bagi Peneliti. 

Menambah kualitas keilmuan dalam menganalisis 

permasalahan yang ada. Dan menambah pengalaman, pengetahuan 

khususnya tentang Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan 

Usaha. 

E. Definisi Istilah 

Memberikan gambaran tentang judul dari penelitian agar tidak terjadi 

kesalahan terhadap makna istilah yang ada dalam penelitian ini.
17

 Berdasaran 

definisi diatas maka yang dimaksudkan dengan judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi  

 Implementasi diartikan sebagai implementasi atau pelaksanaan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
18

 Ketika menerapkan rencana yang 

dibuat dengan hati-hati, implementasi adalah bentuk tindakan yang 

dilakukan dengan jelas. Menurut Grindle dalam buku Implementasi adalah 

seperangkat prosedur administrasi yang luas yang dapat dipelajari di 

berbagai tingkatan program. Implementasi menurut Nurudin Usman adalah 

suatu proses yang menghasilkan kegiatan, tindakan, tahapan, dan 

pelaksanaan. Ini juga memerlukan tindakan yang disengaja yang diambil 

                                                           
 17 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45-46. 

18 KBBI Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/implementasi. Dikses tanggal 14 

September 2020. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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untuk mewujudkan tujuan tertentu.
19

 Sedangkan Nugroho mengartikan 

implementasi sebagai usaha melakukan kebijakan.
20

 

2. Kewenangan Pemerintah 

 Kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah 

untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 

penyelenggaran pemerintah.
21

 Kekuasaan untuk mengelola aspek sosial, 

ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagian penyusunnya berada 

di tangan pemerintah.
22

 Untuk memberikan pelayanan yang efektif dan 

mewujudkan hak-hak rakyat, pemerintah bertindak sebagai penyedia 

layanan. Untuk menjamin agar semua anggota masyarakat yang 

berkepentingan memperoleh pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan publik, maka pemerintah merupakan organ yang 

berwenang memproses pelayanan publik dan bertugas memproses 

pelayanan kepada setiap orang melalui Lembaga Pemerintah.  

 Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan pemerintahan kegiatan Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan daerah adalah kekuasaan daerah 

                                                           
 19 www.digiilib.unila.ac.id/056/14/BAB%2011.pdf. (05 Desember 2018) 

 20 Arifin Tahir, Kebijakan Publik Dan Transparsi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press, 2011), 88. 

 21 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, Pasal 1 ayat 

(3). 

 22 KBBI Online, https://kbbi.web.id/pemerintah. Diakses Tanggal 13 September 2020.  

http://www.digiilib.unila.ac.id/056/14/BAB%2011.pdf
https://kbbi.web.id/pemerintah
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otonom yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang mengawasi 

pelaksanaan fungsi pemerintahan.
23

 

 Sebuah organisasi pemerintah bernama Pelayanan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertugas 

mengembangkan dan melaksanakan program terkait penanaman modal 

serta memberikan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan 

nonperizinan secara terpadu.
24

 

3. Online Single Submission (OSS) 

 OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 

yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga (OSS) mengelola dan 

mengawasi OSS, yang merupakan singkatan dari Online Single 

Submission, sistem perizinan perusahaan yang terintegrasi secara 

elektronik.
25

 Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, Lembaga OSS 

berkomunikasi dengan pelaku usaha atas nama dan untuk Menteri, 

Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.
26

 Seluruh 

Kementerian/Lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah di Indonesia 

dapat mengakses aplikasi ini. Prosedur perizinan perusahaan akan 

dipercepat dan disederhanakan melalui penggunaan pengajuan online 

tunggal.
27

 

                                                           
 23 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1.  

 24 Pemerintahan Kota Metro 2020 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika, 

https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/. 
25 Panduan pendaftaran hak akses mikro kecil pada OSS.  

 26 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrai Secara Elektronk, Pasal 1 angka (5).  

 27 Kota Medan, “Arsip Digital Bidang Promosi DPMPTSP Kota Medan,” 19 September 

2020. 

https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/
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4. Perizinan Usaha  

 Dalam KBBI perizinan diambil dari kata izin yaitu pernyataan 

mengabulkan, persetujuan, membolehkan.
28

 Izinkan didefinisikan sebagai 

memperkenalkan, mengizinkan, bukan melarang. Jika lisensi dipahami 

secara harfiah, itu memerlukan pembebasan, dispensasi, dan konsesi. 

Sebaliknya, itu adalah perjanjian dari pengusaha berdasarkan undang-

undang dalam perkembangannya yang komprehensif.
29

 Izin usaha adalah 

otorisasi yang diperlukan oleh pelaku bisnis untuk meluncurkan dan 

mengoperasikan bisnis yang dapat diberikan dalam bentuk surat, 

keputusan, pemenuhan persyaratan (chechlist).
30

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika dari pembahasan yang terdiri dari alur dari pembahasan 

skripsi yang diawali dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan yakni dalam sebuah bentuk deskriftif 

naratif, bukan seperti pada daftar isi.
31

 

Bab satu yang berisi pendahuluan, berupa pijakan atau landasan dalam 

penelitian. Latar belakang masalah yang berisi keresahan, kepenasaran dan 

hal-hal yang mendorong dilakukannya sebuah penelitian. Fokus penelitian 

yang berisi pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang 

                                                           
 28 KBBI Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ perizinan. Dikses tanggal 14 September 

2020 

 29 Della Anjani, “Artikel hukum perizinan,” Universitas Sriwijaya, Oktober, 2019 

https://www.researchgate.net/publication/336888772_ARTIKEL_HUKUM_PERIZINAN/link/5db

8e07a92851c8180149a82/download. 
30 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pasal 1 ayat (2). 

 31 Tim penyusun, Pedoman penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 

93. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.researchgate.net/publication/336888772_ARTIKEL_HUKUM_PERIZINAN/link/5db8e07a92851c8180149a82/download
https://www.researchgate.net/publication/336888772_ARTIKEL_HUKUM_PERIZINAN/link/5db8e07a92851c8180149a82/download
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menunjukkan bahwa masalah yang ditelaah memang belum terjawab atau 

belum dipecahkan. Tujuan penelitian yang berisi gambaran tentang arah yang 

akan dituju dalam melakukan penelitian. Definisi istilah yang berisi tentang 

pengertian istilah-istiah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam 

judul penelitian. Metode penelitian yang berisi tetang penjelasan semua 

langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir, dan yang terakhir 

sistematika pembahasan berisi alur tahapan-tahapan penelitian. 

Bab dua berisi kajian kepustakaan, yang berisi penelitian terdahulu 

yang penulis jadikan sebagai acuan dan perbandingan serta kajian teori 

terhadap studi yang penulis lakukan. 

Bab tiga berisi metodologi penelitian, yang meliputi : 

1. Pendekatan dan jenis penelitian, yang berisi tentang pendekatan yang 

dipilih yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif.  

2. Lokasi penelitian, sebagai tempat dimana yang dipilih dan dituju dalam 

penelitian. 

3. Subjek penelitian, yang berisi jenis data dan sumber data.  

4. Teknik pengumpulan data, cara pengumpuan data seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

5. Analisis data, bagian pengaturan secara sistematis hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan 

temuan penelitian.   

6. Keabsahan data, tahap pengecekan agar memperoleh keabsahan temuan.  
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7. Tahap-tahap penelitian, bagian menguraikan proses pelaksanaan 

penelitian.
32

  

Bab empat pembahasan, yang memuat mengenai pembahasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Gambaran objek penelitian bagian ini yang mendeskripsikan gambaran 

umum objek penelitian. 

2. Penyediaan data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang 

diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada 

bab III. 

3. Pembahasan temuan berisi gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-

kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temun-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari uraian yang diungkapkan 

dilapangan.  

Bab lima penutup, bab yang terakhir yang berisi tentang penutupan 

penelitian berupa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan 

untuk menjawab masalah penelitian dan saran-saran penelitian yang mengacu 

pada sumber temuan, pembahasan, dan kesimpulan hasil akhir.
33

 

                                                           
 32 Tim penyusun, Pedoman penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 

94-96. 

 33 Tim penyusun, Pedoman penulisan Karya Ilmiah, 96-97. 



 

16 

BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu  

Dalam skripsi, peneliti mengumpulkan data dari penelitian 

sebelumnya yang telah diteliti sebelumnya, yang kemudian dibandingkan 

dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang 

baik tentang manfaat dan kekurangannya. Tahapan ini dilakukan untuk 

mengecek keaslian dan lokasi penelitian yang diajukan.  

1. Skripsi ditulis oleh Hisyam Afif Al Fawwaz dengan judul “Implementasi 

Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Izin Mendirikan 

Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 

Tahun 2018 dan Hukum Islam).”  

Dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, 

mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif.34 Rumusan masalah yang 

dibahas pada skripsi ini adalah: 1). Permasalahan yang dihadapi dari 

pengimplementasian sistem OSS pada peraturan Pemerintahan nomor 24 

tahun 2018 mengenai pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik 

di Kabupaten Ngawi?; 2). Upaya dilakukan oleh DPMPTSP dalam 

mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem OSS?; 3). 

                                                           
 34 Hisyam Afif Al Fawwaz, “Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam 

Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Presepektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 Dan 

Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 
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Proses pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui 

sistem OSS dalam perspektif hukum Islam?;  

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian 

ini ialah kurang pengetahuan dan tingkat kepahaman masyarakat 

terhadap prosedur dari proses pelayanan, akhirnya berakibat kepada para 

pelaku usaha yang enggan mendaftarkan usahannya. Pemerintahan 

DPMPTSP telah berusaha dengan maksimal dan berusaha membuat 

inovasi agar programnya terlaksana secara maksimal. Pelayanan 

perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui OSS perspektif 

hukum Islam, dibenarkan jika keputusannya seorang pemimpin suatu 

pemerintahan selalu berorientasikan pada kebaikan masyarakat.  

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saat ini 

penulis lakukan adalah Penelitian terdahulu ini lebih condong pada 

Perspektif PP Nomor 24 tahun 2018 dan Hukum Islam. Sedangkan yang 

akan diteliti sekarang hanya bentuk implementasi OSS pada pelayanan 

perizinan usaha.  

2. Jurnal ditulis oleh Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, Universitas 

Negeri Surabaya yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) 

Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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(DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk.” jenis penelitian adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif.
35

 

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik Online Single Submission studi 

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk sudah dijalankan, kendalanya 

penyampaian informasi yang tidak semuanya diterima masyarakat. 

Pengunaan sistem OSS mengakibatkan masyarakat takut dalam 

menginput data terkait berkas-berkas akhirnya banyak masyarakat 

Nganjuk sebagai pelaku usaha berbondong-bondong mendatangani 

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk untuk mengurus perizinan berusaha. 

Untuk SDM ditingkat Dinas cukup memadai dalam pelaksanaanya.  

Fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha 

melalui Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten 

Nganjuk cukup baik yaitu terdiri dari computer, printer dan jaringan 

internet, namun selama proses pelayanan terkadang jaringan internet 

mengalami eror atau koneksi buruk. Pada aspek disposisi, pengangkatan 

biokrasi dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas. Tidak ada 

insentif yang didapatkan oleh pelaksana pelayanan perizinan berusaha 

Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk 

struktur biokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

                                                           
 35Anis Nur Fadhilah, Indah Prabawati,“ Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk,” Jurnal UNESA. 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533/25194. 

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533/25194
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yang ada. Melalui pelayanan Online Single Submission (OSS), manfaat 

mudahnya mengakses perizinan berusaha langsung satu hari bisa selesai. 

Adapun yang membedaan dengan penelitian dengan penulis 

lakukan ialah Penelitian terdahulu hampir mirip membahas tentang 

implementasi Online Single Submission dalam perizinan usaha. 

Sedangkan yang akan diteliti sekarang lebih condong pada proses atau 

bentuk implementasi OSS pada pelayanan perizinan usaha.  

3. Skripsi ditulis oleh Hendra Ari Purnomo Aji, Universitas Jember yang 

berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Situbondo.” 

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif.
36

 Permasalahan yang 

dikaji yakni: 1).Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara eletronik (studi kasus: izin usaha mikro kecil pada DPMPTSP 

Kabupaten Situbondo?;  

Hasil penelitian implementasi ini telah berjalan dengan baik 

karena sudah adanya sistem web aplikasi. Kendala hanya dialami dari 

pelaksanaan terkadang mengalami struck, permasalahan diluar web 

aplikasi ialah kemampuan pemahaman dari pemohon dalam kelancaran 

pelayanan perizinan. 

                                                           
36 Hendra Ari Purnomo Aji, “Implementasi Pelayanan Perizinan Beruaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo” (Skripsi, Universitas Jember, 2019). 
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Adapun perbedaan dengan penelitian bahwa penelitian terdahulu 

lebih spesifik mengkaji pada izin usaha mikro kecil pada DPMPTSP. 

sedangan yang dikaji sekarang lebih kepada penerapannya.   

4. Jurnal ditulis oleh Ida Wantri Hastuti dan Susi Sulandari, Jurusan 

Administasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas 

Diponorogoro yang berjudul “Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan 

Jemput Bola Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang,” dengan mengunakan metode 

deskriptif kualitatif. Permasalahan yang dikaji yakni: menganalisis 

bagaimana proses inovasi pelayanan perzinan jemput bola dan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang. 

Hasil penelitian ini bahwa proses inovasi jemput bola terdiri dari 

tahap pengetahuan (knowledge), tahap bujukan (persuation), tahap 

keputusan (decision), tahap implementasi (implementation), tahap 

konfirmasi (confirmation).
37

 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis akan 

lakukan adalah Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang inovasi 

pelayanan pada perizinnnya yaitu melalui pelayanan perizinan jemput 

bola. Sedangkan yang akan diteliti lebih codong kepada penerapan OSS 

pada perizinan usaha. 

                                                           
37 Ida Wantri Hastuti, Susi Sulandari, “Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, 

”(Jurnal Universitas Diponegoro), 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21555/19992. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21555/19992
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Table 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

No 
Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian 

Objek 

Kajian 
Fokus Penelitian 

1. Implementasi 

Sistem 

Online 

Single 

Submission 

dalam 

Pelayanan 

Izin 

Mendirian 

Usah Secara 

Elektronik di 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Terpadu Satu 

Pintu 

Kabupaten 

Ngawi 

(Persepektif 

PP No 24 

Tahun 2018 

dan Hukum 

Islam. 

Sama-sama 

mengunakan jenis 

penelitian yuridis 

empiris  

 

Perbedaannya pada 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

deskriftif kualitatif 

sedangkan peneliti 

yang sekarang 

mengunakan 

pendekatan 

kualitatif 

Sama-sama 

mengunakan 

Peraturan 

Pemerintahan 

Nomor 24 

Tahun 2018 

Mengenai 

Pelayanan 

Izin 

Mendirikan 

Usaha Secara 

Elektronik 

 

Perbedaan 

pada 

penelitian ini 

pada 

Sistem OSS 

perspektif 

hukum Islam 

1).Permasalahan yang 

dihadapi dari 

pengimplementasi

an sistem OSS 

pada peraturan 

Pemerintahan 

nomor 24 tahun 

2018 mengenai 

pelayanan izin 

mendirikan usaha 

secara elektronik 

di Kabupaten 

Ngawi? 

 2).Upaya dilakukan 

oleh DPMPTSP 

dalam mengatasi 

persoalan izin 

mendirikan usaha 

melalui sistem 

OSS?  

3).Proses pelayanan 

perizinan 

mendirikan usaha 

secara elektronik 

melalui sistem 

OSS dalam 

perspektif hukum 

Islam?   

    Sedangkan 

penelitian yang 

sekarang terfokus 

pada  

1. Bagaimana bentuk 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 
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No 
Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian 

Objek 

Kajian 
Fokus Penelitian 

2. Bagaimana faktor 

pendukung dan 

kendala dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

3. Bagaimana solusi 

yang diberikan 

Pemerintah 

Kabupaten Jember 

dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha?  

 

2. Implementasi 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara 

Elektronik 

Online 

Single 

Submission 

Studi pada 

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

(DPMPTSP) 

Kabupaten 

Nganjuk. 

Perbedaannya 

Penelitian ini 

mengunakan 

penelitian 

deskriftif. 

Sedangan peneliti 

sekarang 

mengunakan jenis 

penelitian yuridis 

empiris  

 

Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

Sama-sama 

objeknya 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara 

Elektronik 

Online Single 

Submission 

Perbedaanya 

hanya pada 

lokasi 

mengambil 

DPMPTSP 

Nganjuk 

sedangkan 

penelitian 

yang 

sekarang di 

DPMPTSP 

Jember 

1. Bagaimana  

    Implementasi 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara Elektronik 

Online Single 

Submission Studi 

pada Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten 

Nganjuk? 

 Sedangkan 

penelitian yang 

sekarang terfokus 

pada  

1. Bagaimana bentuk 

implementasi 

Online Single 
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No 
Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian 

Objek 

Kajian 
Fokus Penelitian 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

2. Bagaimana faktor 

pendukung dan 

kendala dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

3. Bagaimana solusi 

yang diberikan 

Pemerintah 

Kabupaten Jember 

dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha?  

 

3. Implementasi 

Pelayangan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara 

Elektronik 

(Studi Kasus 

: Izin Usaha 

Mikro Kecil 

Pada Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

Kabupaten 

Situbondo. 

Perbedaannya 

Penelitian ini 

mengunakan 

metode penelitian 

kualitatif 

deskriftif. 

Sedangkan peneliti 

yang sekarang 

mengunakan jenis 

penelitian yuridis 

empiris dan 

pendekatan 

kualitatif  

Sama-sama 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara 

Eletronik 

namun pada 

peelitian ini 

lebih 

condong pada 

Pada Izin 

Usaha Mikro 

Kecil.  

1. Implementasi 

pelayanan 

perizinan berusaha 

terintegrasi secara 

eletronik (studi 

kasus: izin usaha 

mikro kecil pada 

DPMPTSP 

Kabupaten 

Situbondo? 

 Sedangkan 

penelitian yang 

sekarang terfokus 

pada  

1. Bagaimana bentuk 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 
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No 
Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian 

Objek 

Kajian 
Fokus Penelitian 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

 2. Bagaimana faktor 

pendukung dan 

kendala dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember?  

3. Bagaimana solusi 

yang diberikan 

Pemerintah 

Kabupaten Jember 

dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha?  

 

4. Analisis 

Inovasi 

Pelayanan 

Perizinan 

Jemput Bola 

di Dinas 

Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

(DPMPTSP) 

Kabupaten 

Semarang. 

Penelitian ini 

mengunakan 

metode penelitian 

deskriftif 

kualitatif. 

Sedangkan peneliti 

yang sekarang 

mengunakan jenis 

penelitian yuridis 

empiris dan 

pendekatan 

kualitatif  

Perbadaannya 

pelayanan 

perizinan 

Proses 

inovasi 

pelayanan 

perzinan 

jemput bola 

DPMPTSP 

Kabupaten 

Semarang. 

1. Menganalisis 

bagaimana proses 

inovasi pelayanan 

perzinan jemput 

bola dan Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten 

Semarang. 

 Sedangkan 

penelitian yang 

sekarang terfokus 

pada  

1. Bagaimana bentuk 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 
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No 
Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian 

Objek 

Kajian 
Fokus Penelitian 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

2. Bagaimana faktor 

pendukung dan 

kendala dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jember? 

3. Bagaimana solusi 

yang diberikan 

Pemerintah 

Kabupaten Jember 

dalam 

implementasi 

Online Single 

Submission pada 

perizinan usaha?  

 

B. Kajian Teori 

1. Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah adalah organ dari penyelenggaraan 

pemerintahan. Kemudian jika diartikan secara terpisah pemerintah 

menurut David Apter yaitu komponen kelompok yang sangat umum yang 

mempunyai tugas tertentu dalam mempertahankan sistem yang 

mencakupnya dan penguasaan praktis yang bersangkutan dengan 

kekuasaan paksaannya.
38

 Bahwa wilayahnya setara dengan permukaan 

                                                           
 38 Inu Kencana, Syafi, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Refika Aditama, 

2010),11. 
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bumi: wilayah tempat pegawai pemerintah bekerja, wilayah adalah 

ukuran lokasi yang digunakan untuk tujuan tertentu, dan wilayah adalah 

lingkungan kota.
39

 Pemerintahan daerah menurut The Ling Gie, ialah 

unit-unit dari organisasi pemerintahan yang kewenangannya untuk 

melaksanakan seluruh kepentingan kawasan dari kelompok yang 

mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan 

Daerah.
40

     

Dengan adanya otonomi daerah dan dengan penyelenggaraan 

desetralisasi yang pada akhirnya memberikan tempat terjadinya 

penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah. 

Desentralisasi hanya sekedar penyerahan urusan pemerintahan kepada 

daerah dalam satu bentuk otonomi daerah. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap ditangan pemerintahan 

pusat tidak berarti jika adanya penyerahan wewenang ke pada daerah 

menjadi kewenangan yang absolut.   

Selain mengelola urusan pemerintahan konkuren, pemerintah 

daerah juga melaksanakan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

asistensi. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas 

akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional, 

urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, 

                                                           
 39 G. Sety Nugaha & R. Mauina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina, 

2011), 145.  

 40 The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

(Jakaarta: Gunung Agung, 167),44. 
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dan Kabupaten.
41

 Pengelolaan pelayanan pemerintah serta pembangunan 

dan pelayanan masyarakat merupakan peran pokok pemerintah.
42

 

Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota adalah wilayah 

administrasi yang menjadi wilayah kerja Bupati/Walikota dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah kabupaten/kota 

selain berstatus Daerah.
43

 Sebaliknya Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD sesuai dengan asas otonomi luas dalam sistem dan asas Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diacu dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah.
44

 

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Jember membuat perangkat 

daerah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah, pasal 1 

angka 11, bahwa Dinas adalah Kantor Wilayah Kabupaten Jember. Hal 

                                                           
 41 Pemerintahan Daerah di Indonesia. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020. 

Http://.M.Wikipeia.Org/Wiki/Pemerintahan_Daerah_Di_Indonesia.  

 42 Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi 

Perangkat Kecamatan,”Volume III, Nomor 1 April 2017 (April, 2017): 223. 

https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810/1130.  

 43 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2).  

 44 Sekneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2). 

http://.m.wikipeia.org/Wiki/Pemerintahan_Daerah_Di_Indonesia
https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810/1130
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ini sesuai dengan acuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dinas daerah yang 

menyelenggarakan tugas pokok dan membantu Kepala Daerah dalam 

menjalankan peran mengatur dan mengatur sesuai dengan bidang urusan 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal yang terdiri dari satu 

sekretariat dan dua bidang merupakan Dinas tipe c sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2016. Hal itu dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) Perda 

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016.
45

 

Pelayanan terpadu satu pintu diberikan oleh instansi yang berhak 

atas penanaman modal yang telah diberi kewenangan oleh instansi yang 

memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan pusat atau instansi 

yang memiliki izin penerbitan perizinan dan nonperizinan di wilayah 

Provinsi atau Kabupaten/Kota.
46

 Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 26 ayat (2). 

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka dalam pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Pemendagri Nomor 138 tahun 2017 juga dijelasakan yakni 

dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Gubernur 

                                                           
 45 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Pasal 5 ayat (3).   

 46 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, Pasal 26 ayat (2).   
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atau Bupati/Wali Kota melimpahkan kewenangannya pada DPMPTSP.47 

Jadi, dapat dikatakan bahwa DPMPTSP diberikan kewenangan dalam 

memberikan layanan perizinan secara Online Single Submission (OSS) 

sesuai standar pelayanan. Mulai dari proses awal hingga tanda tangan 

dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayann 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara elektronik yang termuat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya dalam Peraturan 

Bupati Jember Nomor 56 tahun 2016 dijelaskan bahwa yang mengatur 

mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja DPMPTSP.
48

  

Tata kelola administrasi pemerintah yang baik adalah proses di 

mana pemerintah mengelola sambil memberikan layanan terbaik kepada 

masyarakat. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk 

kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik 

Negara dan badan usaha serta badan usaha milik daerah berupa barang 

dan jasa serta upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang 

                                                           
 47 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemendagri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 6 ayat (1).  

 48 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP 

Kabupaten Jember.  
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merupakan revisi dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 81 Tahun 1993.
49

 

Barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik disebut sebagai “pelayanan publik” 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1). 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.
50

 Sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009, Tindakan Administratif oleh Instansi Pemerintah dilakukan 

dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan 

nonperizinan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 pasal 7 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 ayat 4, penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat menerima pelimpahan wewenang atau pendelegasian 

tanggung jawab.
51

  

2. E-Government 

Adanya e-government sebagai upaya pembaharuan 

penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang tujuannya untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima dalam pelayanan 

                                                           
 49 Chalifatus Sa’idah, “Pengaruh Good Governance Terhadap Pelayanan Prima Di 

Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser,” E Jurnal Administrasi Public, 2015, 3 (3) 781-

792 Joernal.An.Fisip-Unmu.Ac.Id, 784. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/. 

 50 Sekretariat  Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).  

 51 Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Dalam Hukum Administrasi 

Negara (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 25. http://staffnew.uny.ac.id/upload/. 

https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1498
http://staffnew.uny.ac.id/upload/
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publik.
52

 Pemanfaatan teknologi informasi dalam e-government dapat 

meningkatkan good governance yang dapat memberikan pelayanan 

publik secara lebih cepat dan efisien. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan 

komunikasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang 

menginginkan pengolahan data yang cepat dan informasi yang akurat. E-

government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. efektivitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra 

pelayanan pemerintah khususnya biokrasi. 

Mengenai kebijakan dan strategi pengembangan e government, 

Inpres No. 3 Tahun 2003 menyebutkan e-government. memastikan bahwa 

sistem pengolahan dokumen, informasi, dan data elektronik terintegrasi 

dengan sistem untuk menciptakan pelayanan publik yang terbuka. 

E government atau electronic government adalah penggunaan 

teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan 

pelayanan bagi warganya meliputi : 

a. Government to citizen yang merupakan tipe dari hubungan 

pemerintahan dengan masyarakat. Tujuannya Memperbaiki hubungan 

interaksi antar pemerintah dengan masyarakat. 

b. Government to business yang merupakan tipe dari hubungan 

pemerintah dengan bisnis. 

                                                           
 52 Ahmad habibullah, “kajian pemanfaatan pengembangan e government,” jurnal 

administrasi Negara, Vol 23 No 3 (2010), 187-195.  

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf
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c. Government to government yang merupakan tipe dari hubungan 

pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuannya mempermudah 

hubungan pemeritah satu dengan lainnya dan untuk memperacar 

kerjasama diantra pemernitah-pemerintah yang bersangkutan. 

d. Government to employess yang merupakan tipe hubungan antara 

pemerintah dengan pegawainya. 

e. Government to no profit yang merupakan tipe hubungan anatar 

pemerintah dengan lembaga atau institusi non profit, seperti partai 

politik. 

Petingnya e-government yang alah satu tujuannya untuk 

meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dan komuniksi. Bentuk-bentuk peningkatannya pelayanan publiknya 

meliputi: 

a. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang bisa diakses 

dimana saja kapan saja. 

b. Semakin terjangkau biaya transaksi. 

c. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif 

dan selalu update. 

d. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga yang saling terkait untuk 

meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik. 

e. Menjamin transparasi.
53

 

                                                           
 53 Ahmad habibullah, “kajian pemanfaatan pengembangan e government,” jurnal 

administrasi Negara, Vol 23 No 3 (2010), 2-3 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf
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Instruksi ini berisi enam strategi yang harus digunakan untuk 

mengimplementasikan tujuan strategis e-government. Strategi e-

govemment adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan sistem pelayanan yang dapat dipercaya dan tersedia 

untuk masyarakat umum.  

b. Sistem manajemen dan operasi bisnis pemerintah federal dan 

pemerintah daerah mandiri harus diatur secara holistik.  

c. Manfaatkan teknologi sebaik mungkin.  

d. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan memperluas bidang 

teknologi informasi dan komunikasi.  

e. Meningkatkan e-literacy masyarakat sekaligus membangun kapasitas 

sumber daya manusia di pemerintah pusat dan daerah otonom.  

f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-

tahapan yang realistik dan terukur.
54

  

4. Online Single Submission (OSS) dan Perizinan Usaha 

Online Single Submission adalah salah satu bentuk penerapan e- 

government dengan mengunakan media web sehingga pelayanan menjadi 

efektif, efisien, akuntabilitas dan terbuka pada masyarakat. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pasal 1 ayat (5) bahwa 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single 

Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau 

                                                           
 54 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government. 
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Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi.
55

 Sedangkan dalam pasal 18 ayat 2 dijelaskan juga bahwa 

perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk perizinan 

berusaha yang kewenangannya penerbitnya telah dilimpahkan atau 

didelegasikan kepada pejabat lainnya.  

a. Prinsip dasar pelaksanaan sistem Online Single Submission  

1) Terstandarisasis 

2) Terintegrasi 

3) Kemudahan akses 

4) Self assessment 

b. Jenis perizinan berusahanya meliputi izin usaha dan izin komersial 

atau operasional.  

c. Objek yang dapat menggunakan aplikasi OSS untuk mengurus 

perizinan berusaha adalah  

1) Badan usaha maupun perorangan 

2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar 

3) Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang 

sudah berdiri sebelum operasionalisasi Online Single 

Submission.
56

 

 

                                                           
 55 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1 ayat (5). 

 56 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Buku 

Saku Perizinan Online Single Submission, (Jambi: DPMPTSP, 2019), 2. 

https://dpmptsp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Oneline-Single-

Submission-(OSS). 

https://dpmptsp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Oneline-Single-Submission-(OSS)
https://dpmptsp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Oneline-Single-Submission-(OSS)


35 

 

 

d.  Manfaat Sistem OSS 

1) Mempermudah pemohon pengurusan izin usaha dan izin 

Operasional yang berbeda-beda untuk memenuhi kewajiban 

mendapatkan izin.  

2) Memungkinkan pelaku usaha untuk berkomunikasi secara aman, 

cepat, dan real time dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

mendapatkan izin.  

3)  Menawarkan sumber daya yang memadai bagi pelaku usaha 

untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah perizinan.  

4)  Menyediakan alat yang diperlukan pelaku usaha untuk 

menyimpan data perizinan dengan satu identitas yaitu NIB.
57

  

e. Langkah-langkah penggunaan OSS adalah sebagai berikut:  

1) Buat ID pengguna terlebih dahulu.  

2) Gunakan user ID untuk login ke sistem OSS.  

3) Lengkapi formulir untuk mendapatkan nomor telepon utama 

bisnis.  

4) Menyelesaikan tata cara memperoleh izin pokok, izin usaha, 

dan/atau izin komersial atau operasional bagi perusahaan baru, 

beserta janji-janjinya.  

5) Untuk perusahaan yang sudah berdiri dan berjalan, terus berupaya 

untuk memperpanjang izin usaha yang ada, memperoleh izin 

                                                           
 57 Sandi Izhandri, Dessy Agustina Harahap, OSS dan perkembangannya di Indonesia, 11. 

https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf. 

https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf
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usaha baru (izin komersial dan/atau bisnis), memperluas operasi, 

dan mengubah dan/atau memperbarui data perusahaan.
58

  

f. Terkait pengenalan perizinan berusaha melalui OSS, Pasal 20 PP No. 

24 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:  

1) Pendaftaran  

2) Penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen 

dan penerbitan izin usaha.  

3) Memenuhi kewajiban yang terkait dengan izin perusahaan dan 

izin komersial atau opserasi  

4) Biaya harus dibayar  

5) Fasilitasi  

6) Masa Berlaku  

7) Pengawasan.
59

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 58 Https://Www.Indonesia.Go.Id/Layanan/Investasi/Sosial/Perizinan-Berusaha-Melalui-

Oss. 

 59 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 20. 

https://www.indonesia.go.id/Layanan/Investasi/Sosial/Perizinan-Berusaha-Melalui-Oss
https://www.indonesia.go.id/Layanan/Investasi/Sosial/Perizinan-Berusaha-Melalui-Oss
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini mengunakan yuridis empiris yaitu suatu cara 

penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-

undang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta dari permasalahan 

dalam penelitian. Kemudian pada Undang-undang atau regulasi yang 

bersangkut paut ditelaah dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik.
60

   

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini. Pengunaan 

pendekatan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi Online Single submission pada perizinan usaha di Pemerintah 

Kabupaten Jember dilakukan. Untuk mengetahui bagaiman faktor pendukung 

dan kendala implementasi Online Single submission pada perizinan usaha di 

Pemerintah Kabupaten Jember, dan bagaimana solusi yang diberikan 

implementasi Online Single submission pada perizinan di Pemerintah 

Kabupaten Jember.  

B. Lokasi Penelitian 

Di dalam pelaksanakan penelitian ini, untuk memperoleh data secara 

kongkrit dan aktual, maka peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di 

Pemerintahan Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

                                                           
 60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 93. 
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Satu Pintu (DPMPTSP) yang memfasilitasi pelayanan perizinan melalui 

Online Single Submission (OSS) yang berada di Jl. PB Sudirman No. 11, 

Pagah, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.  

C. Subyek Penelitian  

Penentuan informan ini berperan penting dan menentukan dalam 

mendapatan data yang benar-benar valid. Menurut Sparadley yakni sampel 

menjadi sumber data maupun menjadi informan sebaiknya yang sesuai kriteria 

yakni sebagai berikut: 

1. Mereka yang termasuk memahami tentang sesuatu melalui proses 

enkulturasi, yang pada akhirnya sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi 

juga bisa dihayatinya. 

2. Mereka yang termasuk masih ikut andil dan berkecimpung atau terlibat 

kepada kaitan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang memiliki waktu yang cukup untuk sekedar dimintai 

informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya 

sendiri. 

5. Mereka yang awalnya termasuk cukup asing pada peneliti yang pada 

akhirnya lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru ataupun 

narasumber.
61

  

 

; 

                                                           
 61 Sugiono, Metode Penelitian Kuanittif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA cv, 

2017), 221. 
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Tabel 3.1 

Subyek Dalam Penelitian 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

No  Nama  Keterangan  

1. Rachmind Iskandarian, SE. Kepala seksi pelayanan dan penetapan 

perizinan 

2. Andika Akhmad Wijaya, 

SE. 

Kasubag umum dan kepegawaian 

3. Teguh priyadi wijaya Staf bagian perizinan, penanaman 

modal dan sekertariatan 

4. Melinda Dwi Puspitasari, S. 

SOS. 

Staf bagian informasi dan pelayanan 

OSS 

5. Agung Yuli Nugroho, S.SI. Staf bagian perizinan 

 

Table 3.2 

Pelaku Usaha 

 

No Nama  Keterangan 

1 Mugni Agung Hidayatullah  

 

Pegunjung DPMPTSP (Pemilik 

Perusahaan Perorangan)  

2 Vivi Pengunjung DPMPTSP 

 

3 

 

Ahmad Fauzan  

 

 

 

Pelaku Usaha  

4 Misbahul Hasan 

 

Pelaku Usaha (Furniture) 

5. Adriyono 

 

Pelaku Usaha (CV Primarosandries) 

 

 

D. Teknik Pengumpulan data 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan secara langsung objek untuk 

memperoleh data informasi untuk menjawab permasalahan dalam 



40 

 

 

penelitian.
62

 Dalam hal ini, peneliti menggunakan pengamatan terstruktur 

mengenai subjek penelitiannya.
63

 Kegiatan observasi yang dilakukan 

dengan cara pengamatan. Observasi ini digunakan untuk mengambil data 

berupa catatan hasil observasi penelitian tentang implementasi 

kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan Online 

Single Submission pada perizinan usaha yang ditangani di Kantor 

Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu secara langsung. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah dua orang atau lebih terlibat dalam percakapan, 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai 

yang menjawab pertanyaan.64 Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dari responden. Gaya wawancara yang 

dipilih melalui wawancara tidak terstruktur yang mana tidak mengunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data hanya berpedoman pada garis-garis besar 

permasalahan dari permasalahan yang ditanyakan tentang tentang 

implementasi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam 

pelaksanaan Online Single Submission pada perizinan usaha yang mana 

                                                           
 62 S. Nasution, Merode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 106. 

 63 Sugiono, Metode Penelitian Kuanittif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA cv, 

2017), 146. 

 64 Rifa’I Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : SUKA- Press UIN 

Sunan Kalijaga) ,67, https://digilib.uin-suka.ac.id/ 

https://digilib.uin-suka.ac.id/
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instansi pemerintahan yang menjalankan adalah Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
65

  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau variabel berupa 

catatan, kajian pustaka, dokumen dapat berbentuk teks tertulis, tidak 

tertulis, atau dalam bentuk visual seperti gambar.
66

 Penggunaan 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar seperti saat peneliti 

melakukan wawancara bersama subjek penelitian. Dalam bentuk dokumen 

resmi yang dapat berupa catatn, pengumuman, instruksi, aturan suatu 

lembaga, sistem pemberlakun dan lain sebagainnya.
67

  juga digunakan 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti peraturan yang 

mengatur tentang pelaksanaan Online Single Submission, laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana kerja DPMPTSP 

Jember tahun 2018.    

E. Analisis Data  

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan dilanjutkan dengan 

analisis data dari penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

pada dasarnya analisis deskriftif, diawal dengan pengelompokan data yang 

sama data dalam yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi 

                                                           
 65 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA 

cv, 2017), 140. 

 66 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA 

cv, 2017), 240. 

 67  Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif  (Makassar: CV Syakir Media Press, 

2021), 151. https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/. 

https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/
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makna setiap sub aspek dan hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya 

yang menjadi fokus penelitian.
68

   

F. Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data ada dua yaitu mengunakan trianggulasi 

teknik dan triangulasi sumber. Tringgulasi teknik dapat dilakukan dengan 

melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik 

yang berbeda.
69

 Dalam pengujian keabsahan data sekaligus menguji 

kredibilitas penelitian, disini penulis mengunakan triagulasi sumber. 

Triagulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data 

yang telah diperoleh melalui sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tentang Implementasi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Online 

Single Submission pada Perizinan Usaha. 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

1. Menentukan judul penelitian 

2. Menjelaskan permasahan yang akan di teliti 

3. Merumuskan permasalahan yang akan diteliti 

4. Menjelasan tujuan dan manfaat dari penelitian 

5. Menjabarkan definisi istilah berdasarkan judul penelitian 

6. Menentukan teori yang dipakai dalam penelitian  

7. Menyusun metodologi penelitian yang akan digunkan dalam penelitian 

                                                           
 68Firman, “Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” 2. Https://Osf.Io/Autbh/Download. 

69 Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian 

Kualitatif Dibidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal ilmiah kesehatn masyarakat vol. 12 edisi 3, 

(2020), 150-151. https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102 

https://osf.io/autbh/download
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8. Menyajikan hasil dan data yang telah diperoleh dari penelitian  

9. Penganalisisan hasil penelitian yang dilakukan  

10. Penjabaran hasil dan temuan 

11. Kesimpulan dan saran 
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BAB IV  

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

A. Gambar Objek Penelitian  

Dalam sebuah penelitian, latar belakang objek adalah bagian yang 

harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui keadaan serta kondisi objek 

yang diteliti. Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

Pemerintahan Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu.  

1. Deskripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) 

Setelah Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2015 tentang 

tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

maka dibentuklah lagi perbup Nomor 56 tahun 2016 yang berisi bahwa 

kedudukan, susnan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Jember. Maka dengan berlakunya Perbup tersebut pada tanggal 

2 Januari dan dibarengi dengan lahirnya ke Dinas baru yang dibentuk oleh 

Kabupaten Jember tahun 2017 yaitu Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Jl. PB Sudirman No 11, 

Pagah, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.  
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Gambar 4.1  

Peta Pemerintahan Kabupaten Jember 
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Sumber: Dokumen Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jember 

 

 

Gambar 4.2  

Tampak Luar Kantor DPMPTSP 

 

 

 

Sumber: Diambil dari Depan Kantor DPMPTSP 
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Gambar 4.3 

Tampak Dalam Kantor DPMPTSP  

 

 

Gambar : Diambil Didalam Ruang Pelayanan DPMPTSP 

 

Telp  : (0331) 4431707 

Website : - 

Email   : dpmptsp@jemberkab.co.id 

Moto : Memberikan pelayanan dengan smart, senyum, ramah,    

mudah, cepat dan transparan.  

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). 

 Sebuah organisasi pastilah memiliki pandangan dan tujuan yang 

ingin capai dalam jangka waktu panjang. Visi, misi dari Bupati dan Wakil 

Bupati ditunjukan bertujuan memahami arah dari pembangun yang akan 

dilakukan selama 5 tahun ke depan. Namun sebelum itu perlu diketahui 

bahwa penelaahan visi dan misi tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Jember 2016-2021. Pada visi, misi yang dijabarkan di dalam Renja 

mailto:dpmptsp@jemberkab.co.id
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Kabupaten Jember diketahui dalam mewujudikan visi pembangunan 

Jember tahun 2016-2021 ditempuh melalui 3 misi yaitu “Jember Baru, 

Jember Bersatu.” Visi tersebut sebagai berusaha untuk menyelesaikan 

misi. Tujuannya adalah untuk beroperasi sebagai kekuatan pemersatu 

untuk semua aspek administrasi pemerintahan dengan tetap memegang 

teguh amanah yang telah diberikan. Dan tiga misi ditetapkan Pemerintah 

Kabupaten Jember akan:  

a. Melaksanakan reformasi biokratis dan pelayanan publik untuk 

mewujudkan visi tersebut.  

b. Mengakui kepuasan persyaratan fundamental masyarakat yang adil.  

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, 

mandiri, dan berbasis industrialisasi dan agribisnis/agroindustri yang 

berkelanjutan.
70

 

 Berdasarkan visi dan misi diatas maka telah ditetapkan program 

kerja yang dirumuskan dalam bentuk 22 janji kerja pada periode Bupati 

Faidah, maka program kerja yang sesuai dengan tupoksi DPMPTSP 

Kabupaten Jember yaitu: 

a. Menciptakan layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang 

terbuka, efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi 

daerah, memperluas lapangan kerja. 

                                                           
 70 Kabupaten Jember, Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018, 26. 
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b. Mengubah biokrasi untuk mempermudah, mempercepat layanan bagi 

warga, membangun sistem anti korupsi dan meningkatkan 

kesejahteran pegawai honorer, PNS.
71

 

 Sedangkan visi dan misi DPMPTSP Jember sendiri adalah 

a. Visi 

Terwujudnya iklim penanaman modal yang responsif dan 

pelayanan terpadu satu pintu yang professional.  

b. Misi    

1) Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal 

kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor. 

2) Menciptakan aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal 

yang professional untuk mewujudkan pelayanan prima yang 

berbasis teknologi informasi. 

3) Mendorong iklim investasi yang kondusif dan berdaya asing, serta 

menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha.
72

 

3. Kedudukan dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2019 sebagai 

berikut: 

                                                           
 71 Kabupaten Jember, Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018, 27-28. 
72 Kabupaten Jember, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 

Tahun 2019, 5. 
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a. DPMPTSP Kabupaten Jember yakni bagian pelaksana urusan 

Pemerintahan Daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

b. DPMPTSP Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

kedudukannya dibawah serta bertangung jawab pada Bupati dengan 

Sekertaris Daerah. 

c. DPMPTSP Kabupaten Jember tugasnya membantu Bupati pelaksana 

urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan pada Kabupaten.
73

 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP  

b. Pelaksanan kebijakan teknis dibidang penanaaman modal dan PTSP 

c. Pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan 

PTSP 

d. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsiya.
74

 

5. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jember terdiri dari: 

                                                           
 73 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019, 2. 

 74 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019, 3. 
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a. Kepala Dinas 

b. Sekertaris, membawahkan: 

1) Sub bagian umum dan asset 

2) Sub bagian keuangan dan pelaporan 

c. Bidang perizinan membawahkan : 

1) Seksi perizinan profesi 

2) Seksi perizinan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan 

3) Seksi perizinan bangunan dan penanaman ruang 

d. Bidang penanaman modal, membawahkan : 

1) Seksi pengembangan penanaman modal  

2) Seksi promosi dan pengendalian penanaman modal. 

e. Peta jabatan  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jember.
75

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
 75 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019,3-4. 
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 Gambar 4.4 

Bagan struktur organisasi 

 

 

Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jember 
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6. Jenis-jenis pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember melayani izin sejumah 

79 izin. Namun disini peneliti hanya memasukan perizinan yang sesuai 

dengan fokus penelitian yaitu perizinan berusaha melalui Online Single 

Submission sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Benner Daftar Perizinan Online Single Submission (OSS) 

 

 

Sumber: Banner Didepan Pintu DPMPTSP 

 

B. Penyajian Data  

Penyajian data adalah suatu proses mendeskripsikan data yang telah 

didapatkan dari hasil penelitian. Mengenai penyajian data ini peneliti berupa 
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menyajikan data-data yang penulis sajikan secara valid dari sumber otentik, 

terpercaya sehingga penulis dapat membuat suatu karya tulis yang padu dan 

relevan dengan perkembangan yang ada didalam masyarakat. Adapun 

pelaksanaan implementasi Online Single Submission (OSS) pada perizinan 

usaha sebagai berikut: 

1. Bentuk Implementasi Online Single Submission pada Perizinan Usaha 

di Pemerintah Kabupaten Jember  

  Dalam implementasi Online Single Submission sebagai kebijakan 

baru di bidang perizinan usaha maka Pemerintah Daerah Jember yang 

diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan sesuai dengan 

kewenangannya di wilayah Kabupaten kepada Dinas Daerah. Dinas 

Daerah merupakan pelaksana tugas pokok yang melaksanakan kewajiban 

dan menjalankan peranannya sebagai pembantu kepala daerah dalam 

mengatur dan mengatur bidang kegiatan pemerintahan yang ditugaskan 

kepada daerah.
76

 Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa selain berstatus 

daerah, Daerah Kabupaten/Kota juga berfungsi sebagai wilayah 

administrasi yang melayani sebagai wilayah kerja Bupati/Walikota dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah 

kabupaten/kota.
77

  

                                                           
 76 Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Jember Nomor  3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Pejelasan Umum. Lampiran 9 

 77 Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2). 
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 Undang-undang nomor 2 5 tahun 2009 ayat 1 berbunyi tindakan 

administratif oleh instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan 

pemberian dokumen berupa perizinan dan non periziman. Ayat 4 berbunyi 

penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 

didelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
78

 Sedangkan 

dalam Pasal 18 PP Nomor 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa 

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk 

perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah dilimpahkan 

atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.
79

 Dalam hal ini Dinas yang 

ditunjuk dalam tugas dan wewenang pelayanan penanaman modal dan 

penzinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jember. Hasil wawancara bersama Andika Bapak selaku 

kepala bagian kepegawaian yaitu: 

DPMPTSP sebagai Lembaga OSS yang berada didaerah yang 

dituntut dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara OSS atau 

elektronik. Maka kami hanya menjalankannya berdasarkan pada PP 

Nomor 24 tahun 2018. Mulai pelayanan yang dilakukan, sistem 

cara pemberian layanan melalui hak dan kewajiban kami sebagai 

pelaksana kebijakan.
80

  

 

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP 

sebagai Lembaga OSS diberikan tugas dan dituntut untuk menjalanan 

                                                           
 78 Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Dalam Hukum Administrasi 

Negara (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 25. http://staffnew.uny.ac.id/upload/. 

 79 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 

tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 18.  

 80Andika Akhmad Wijaya, Kasubag Umum Kepegawaian DPMPTSP Jember, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 20 November 2020. 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/
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sebuah kebijakan pelayanan OSS sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2018. 

Dengan adanya peraturan tersebut maka dalam sistem dan cara pemberian 

pelayanan melalui hak dan kewajiban sebagai pelaksana kebijakan 

pengambilan keputusan dan pelayanan DPMPTSP disesuaikan dengan 

peraturan tersebut. 

  Hasil wawancara bersama Ibu Melinda Staf Informasi dan 

Pelayanan OSS yaitu: 

Proses pelaksanaan pelayanan perizinan usaha yang kami lakukan 

secara OSS yang linknya sudah kami publish di web: 

htpps://sipp.menpan.go.id. secara rinci pelaku usaha bisa 

melihatnya di web OSS dilaman https://oss.go.id di pusat informasi 

OSS yang disitu ada petunjuk teknis pengisian dan simulasi. Untuk 

prosedur teknis kami masih berdasar pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 dan diperaturan tersebut sudah dijelaskan 

teknis prosedur pelaksanaan, cara mengoprasikan.
81

 

 

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Teguh selaku staf 

bagian perizinan, penanaman modal dan sekertariatan yaitu: 

“Untuk teknisnya pelaku usaha harus membuat akun OSS dulu 

diantaranya memerlukan persyaratan diawal untuk masuk dalam 

sistem tersebut diantaranya mempunyai Alamat Email, Nomor 

Telepon yang masih aktif, memiliki KTP dan dipastikan untuk 

NPWP telah melaporkan SPT tahun.”
82

 

 

Dari kedua informan tersebut dapat disimpukan bahwa Pelaksanaan 

OSS nya sudah terpublikasi di web htpps://sip.menpan.go.id dan secara 

rinci pelaku usaha bisa melihatnya dilaman OSS yaitu https://oss.go.id 

langsung yang disitu ada petunjuk teknis pengisian dan simulasi perizinan 

OSS. Dalam menjalankan vitur OSS sebagai pelayanan perizinan yang 

                                                           
 81 Melinda Dwi Puspitasari, Staf Informasi dan Pelayanan OSS DPMPTSP Jember, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 17 November 2020. 
82 Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariatan, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 16 November 2020.  

http://sip.menpan.go.id/
https://oss.go.id/
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disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 mengenai 

persyaratan, sistemnya. Lalu dijelaskan bahwa sebelum pelakanaan 

perizinan usaha, pelaku usaha harus membuat akun OSS yang persyaratan 

pendaftarannya yaitu mempunyai Email, nomor telepon yang masih aktif, 

memiliki KTP dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Gambar 4.6 

Alur tahapan Online Single Submission 

 

 

Sumber : https://oss.go.id 

     

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan bagi pelaku usaha untuk 

membuat akun OSS : 

1. Masuk ke laman OSS.  

2. Tekan tombol Daftar/Masuk setelah halaman dimuat. Klik tombol 

Daftar setelah itu.  
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3. Akan muncul halaman untuk mendaftar. Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) untuk orang dan nomor pengesahan untuk akta pendirian (atau 

nomor pendaftaran untuk non-perseorangan) selanjutnya wajib diisi.  

4.   Setelah semua informasi yang diperlukan sudah dimasukkan, lengkapi   

captcha dan klik tombol Submit.  

5.    Setelah menerima email verifikasi akun OSS, tekan tombol Activate.  

6. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email berisi username dan 

password.  

7. Kembali ke halaman sebelumnya, lalu pilih Login dari tombol  

Daftar/Login.  

8.  Setelah bisa masuk ke akun, berikutnya Anda tinggal mempelajari 

detail lanjutan untuk mendapatkan NIB.
83

 

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku kepala bagian 

kepegawaian yaitu: 

“Setelah pelaku usaha sudah punyak akun OSS barulah bisa 

digunakan untuk melakukan pengajuan perizinan usaha sesuai 

prosedur OSS melalui link http://oss.go.id .”
84

  

 

 

 

 

  

                                                           
 83 https://www.investindonesia.go.id/. Diakses tanggal 14 September 2020 

 84 Andika Akhmad Wijaya, Kasubag Umum Kepegawaian DPMPTSP Jember, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 20 November 2020. 

http://oss.go.id/
https://www.investindonesia.go.id/
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Gambar 4.7 

 

 Prosedur Dalam Perizinan OSS 

   
Sumber: https://sip.menpan.go.id 

  Prosedur OSS untuk mendapatkan perizinan usaha sebagai berikut: 

  Tahap Pendaftaran pada tahapan ini dilakukan oleh pelaku usaha 

sendiri baik itu perorangan atau non perorangan yaitu masuk dan 

mengakses laman OSS dengan link http://oss.go.id setelah laman 

melakukan pengisian data formulir regristasi yang disedikan dilaman OSS. 

Formulir regristrasi jika pelaku usaha perseorangan meliputi nama, NIK, 

alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran, 

rencana pengunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha, rencana permintaan 

fasilitas fiskal, kebapean, dan yang terakhir nomor pokok wajib pajak 

(NPWP) usaha perseorangan.  

  Pelaku usaha non perseorangan harus mendaftar dan 

menyelesaikan beberapa tahapan, antara lain memberikan nama, nomor 

persetujuan, nomor pendirian, nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis 

penanaman modal, negara asal penanaman modal, lokasi penanaman 

http://oss.go.id/
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modal, rencana jumlah penanaman modal, rencana penggunaan tenaga 

kerja, informasi kontak badan usaha, dan rencana permintaan pajak, bea 

cukai, dan fasilitas lainnya. Terakhir, NPWP usaha non perorangan dan 

NIK penanggung jawab harus disediakan. 

  Selajutnya setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran belum 

mempunyai NPWP, disini DPMPTSP sebagai Lembaga OSS juga 

menfasilitasi untuk memproses pemberian NPWP. Penerbitan NPWP 

merupakan ikhtiar untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha 

yang baru berdiri. Selanjutnya DPMPTSP akan menerbitkan NIB secara 

otomatis. Sebelum menyelesaikan pendaftaran, pelaku usaha telah 

mendapat otorisasi untuk melaksanakan perikatan.Setelah pelaku usaha 

menerima NIB maka ada penyesuaian data di DPMPTSP.  

  Pada tahapan ini Lembaga OSS yaitu DPMPTSP tingkat daerah 

akan menerbitkan izin usaha dan izin oprasional berdasarkan pemenuhan 

komitmen dari pelaku usaha. Bentuk komitmen itu seperti yang tertera 

dalam pasal 31 hingga pasal 41 PP Nomor 24 tahun 2018. Izin usaha yang 

telah diterbitkan oleh Lembaga OSS belum berlaku efektif. Izin usaha 

dapat berlaku efektif jika pelaku usaha tersebut sudah memenuhi 

komitmen DPMPTSP sesuai dengan kewenangan memberikan izin usaha. 

Pelaku usaha setelah mendaftarkan usaha lewat online tidak diwajibkan 

datang ke DPMPTSP. Komitmen ini berbentuk persyaratan untuk 

memenuhi persyaratan izin usaha atau izin oprasional. Jika pelaku usaha 
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sudah memenuhi komitmen maka proses aktivikasi izin baru bisa 

dilakukan oleh DPMPTSP. 

  Komitmen lisensi. Tahap ketiga ini, setelah mendapatkan izin 

usaha dari OSS, pelaku usaha harus memenuhi komitmen tersebut. 

Komitmen tersebut tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 42 

bahwa pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen 

izin lokasi paling lambat 10 hari setelah Lembaga OSS menerbitkan izin 

lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a. 

Selanjutnya, dalam Pasal 40, Lembaga OSS membatalkan izin usaha yang 

telah diterbitkan dalam hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan 

komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau izin komersial 

atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 

  Setelah itu baru Lembaga OSS menerbitkan izin oprasional 

berdasarkan komitmem perizinan yaitu untuk memenuhi standar, sertifikat, 

dan/atau lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa yang disesuaikan dengan 

jenis produk dan/atau jasa yang dikomersial oleh pelaku usaha melalui 

sistem OSS seperti yang termuat dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 2018.  

  Pelaksananan OSS pada pelayanan perizinan yang diselesaikan 

tepat waktu, kecepatan, dan Kemudahan. Hasil wawancara dengan 

bersama Bapak Andika selaku kepala bagian kepegawaian: 

DPMPTSP dalam penyelesaian perizinan melaui OSS berpatokan 

pada standar pelayanan. Perizinanan usaha bisa selesai tepat waktu 

tergantung dengan jenis izin usahanya apa, jika syaratnya terpenuhi 

dan langsung ditandatangani secara elektronik oleh kepala 
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DPMPTSP dan jika akses OSS tidak mengalami gangguan. Jika 

koneksi bagus maka kami cepat dalam mengeluaran ijinnya. Jika 

dalam validasi data ada kesalahan maka itu juga akan tergangu 

dalam pemrosesan karena data akan masuk di BKPM pusat jadi 

kami harus konfirmasi dengan pusat karena pusat yang bisa 

mengubahnya.
85

  

 

  Senada dengan yang dikatakan pengunjung yang datang ke 

langsung DPMPTSP yaitu 

“Sebenarnya mudah tidak ribet, ini tadi karena saya belum bisa 

memenuhi persyaratan perizinan usaha akhirnya tadi itu ya harus 

melengkapi dulu karena persyaratannya kurang. Pihak DPMPTSP 

tidak mau memproses perizinannya kalau belum lengkap 

persyaratannya. Aslinya kalau lengkap ya cepet jadinya.”
86

 

 

   Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti pahami bahwa dengan 

adanya Pelayanan perijinan usaha melalui OSS yang pada akhirnya dapat 

diselesaian tepat waktu dan cepat sesuai dengan standar pelayanan. 

Tergantung juga dengan jenis perizinannya, syarat perizinan usaha 

terpenuhi dan jika koneksi internet dan validasi data tidak ada kendala dan 

kesalahan.  

Hasil wawancara bersama Bapak teguh selaku staf bagian 

perizinan, penanaman modal dan sekertriatan yaitu: 

Untuk akurasi produk kami sesuai dengan standar pelayanannya 

jika pelaku usaha melakukan perijinan usaha surat izin usaha 

perdagangan maka yang keluar nanti perijinanya atau sertifikatnya 

siup dan produknya tidak lagi bentuk manual bertanda tangan tinta 

melainkan berbentuk elektronik atau barkot. Jadi pelaku usaha bisa 

mencetak sendiri. Produknya disitu tersistem datanya jadi tidak 

mungkin jika pemohon melakukan ijin siup keluarnya yang lain 

tidak mungkin.
87

 

                                                           
 85 Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan 

Sekertariatan, diwawancari oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020. 

 86 Vivi. Pengunjung DPMPTSP, di wawancarai oleh Uun Mu’abidah, 24 November 2020. 

 87 Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan 

Sekertariatan, diwawancari oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020.  
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  Senada dengan wawancara bersama pelaku usaha yang datang ke 

DPMPTSP sebagai berikut: 

 Iya, saya kan usaha perdagangan pupuk perorangan jadi saya dulu 

masih manual masih memakai stempel dan tanda tangan tinta kalau 

sekarang yang saya tahu barusan mengunakan online dan sudah 

beda cuma barkot. Saya ijinnya usaha perdagangan keluarnya 

sertifikatnya sesuai. 
88

 

 

  Dari hasil wawancara dan obervasi didapatkan perizinan yang 

mulannya berbentuk manual bertanda tangan biasa dengan OSS berganti 

menjadi barkot. Dan produknya keluar sesuai dengan yang didaftarkan. 

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku kepala bagian 

kepegawaian yaitu: 

Untuk fasilitas yang kami berikan yaitu fasilitas informasi dan 

akses, lalu juga sudah kami persiapkan bagi masyarakat atau pelaku 

usaha karena yang terjadi adanya kesulitan dari pihak pelaku usaha 

dalam melaksanakan perizinan usaha melalui OSS. Mungkin 

karena yang kami tahu ini masih termasuk pelayanan yang baru dan 

memungkin terjadinya ketidak pahaman bagi pelaku usaha yang 

dalam melakuan perizinan melalui OSS akhirnya kami 

mempersiapkan bantuan dalam mengakses jika ada pelaku usaha 

yang kesulitan.
89

  

 

   Senada yang dikatakan Bapak Mugni pelaku usaha yang datang ke 

DPMPTSP yaitu :  

Ini memang pelayanan baru jadi saya ga ngerti akhirnya tadi 

langsung kesini kami dibantu dalam mengurus perizinannya.
90

   

 

  Dari hasil wawancara kedua informan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dari pihak pemberi pelayanan sudah mempersiapkan fasilitas dan 

                                                           
 88 Mugni Agung Hidayatulloh, Pengujung DPMPTSP Jember, diwawancarai Oleh Uun 

Mu’abidah, 8 Desember 2020. 

 89 Andika, Wawancara Pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020. 

 90 Mugni Agung Hidayatulloh, Pengujung DPMPTSP Jember, diwawancarai Oleh Uun 

Mu’abidah, 8 Desember 2020. 
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kemungkinan adanya kesulitan dari pemakai pelayanan. Sedangkan dari 

pelaku usaha memang sudah mengetahui adanya pelayananan OSS namun 

karena adanya keraguan dalam melakukan perizinan mandiri secara OSS 

akhirnya pelaku usaha datang langung dan mendapatkan bantuan dalam 

melakukan perizinan melalui OSS.  

  Wawancara bersama Bapak Teguh Priyadi Wijaya selaku Staf 

bagian perizinan, penanaman modal dan sekertariatan: 

Untuk pembiayaan dalam pelayanan OSS dari kami DPMPTSP 

yakni 0 rupiah/ gratis Rp. 0 persen. Rp. 0 persen dan sudah ada 

pengaturannya di PP Nomor 24 tahun 2018 jadi bagi masyarakat 

yang melakukan pengurusan perizinan gratis. Namun untuk 

mengurus selanjutnya jika pelaku usaha mau mengurus NPWP atau 

nomor pokok wajib pajak itu baru berbayar sebagai pemenuhan 

komitmen dan langsung bayarnya ke bank tidak di DPMPTSP 

untuk mengindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. lalu 

setelah itu pelaku usaha mengupload bukti pembayaran sesuai 

dengan nominal yang dibayarkan.
91

 

 

 Senada dengan hasil wawancara bersama pengunjung yang datang 

ke DPMPTSP sebagai berikut:  

Iya, sejauh ini pelayanannya tidak berbayar tapi kalau sudah pada 

proses Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) itu baru kita disuruh 

bayar. Bayarnya itu langsung bayar sendiri sesuai surat bukti dari 

sistem OSS.
92

  

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan Bahwa DPMPTSP 

dalam penyelesaian perizinan melalui OSS pelayanan perizinan secara OSS 

yang diberikan DPMPTSP terjangkauan bahwa tidak dikenakan biaya 

seperti yang termuat dalam PP Nomor 24 tahun 2018, BAB IX ketentuan 

lain-lain pasal 102 bahwa pengunaan data OSS antar Kementrian, Lembaga, 

                                                           
 91 Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan 

Sekertariatan, diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020. 

 92 Vivi, Pengunjung DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 24 

November 2020. 
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dan/atau Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian perizinan berusaha 

melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk selanjutnya 

dalam mengurus nomor pokok wajib pajak, pelaku usaha membayar sendiri 

ke pihak terkait.  

Gambar 4.8 

Standar pelayanan perizinan usaha perdagangan 

 

 

Sumber: htpps://sip.menpan.go.id 

2. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi Online Single 

Submission pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember. 

a. Faktor Pendukung 

1) Sumber daya manusia  

 Hasil wawancara bersama staf Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut: 

DPMPTSP mempunyai 29 pegawai terdiri dari 9 Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan 20 Pegawai honorer dan tiap pegawai mempunyai 

tugas masing-masing. Sumber daya manusia atau staf diberikan 

pelatihan. Kami sering sekali melakukan bimtek diluar kota salah 

satunya di Kota Surabaya. Untuk yang mengurus OSS ya itu ada 

customer servis ada 5 orang yang sudah diberikan pelatihan.
93

   

                                                           
 93 Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancari oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020. 
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 Sedangkan fasilitas tenaga fisik atau staf. Staf merupakan tenaga 

ahli yang bertugas memberikan pelayanan dalam suatu kebijakan. Staf 

ini menjadi ujung tombak kinerja karena staf yang melaksanakan 

suatu kebijakan dan terlibat langsung dalam kegiatan utama dalam 

pelaksanaan. Seperti yang dikatakan oleh informan diatas tersedianya 

dan kemampuan staf di DPMPTSP Jember sudah cukup mengatasi 

dalam pelaksanaan pelayanan perijinan yaitu berjumah 29 orang yang 

mana dari 9 pegawai adalah PNS dan Honorer. Untuk honorer 3 staf 

bagian pelayanan umum dan 17 staf bagian pengurusan perizinan. Dan 

dari 17 ada 5 orang staf customer servis yang menangani OSS. 

Sedangkan untuk menunjang pelayanan pegawai sering kali 

melakukan bimtek di luar kota. 

2) Sarana prasarana 

Fasilitas dan perlakuan yang diberikan penyelenggara pelayanan. 

Fasilitas berupa sarana prasarana. Sebagai upaya penunjang kegiatan 

implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha di 

DPMPTSP Jember yang terdiri dari fasilitas peralatan. Hasil 

wawancara bersama Bapak Agung Yuli Nugroho sebagai berikut : 

Untuk fasilitas penunjang OSS kelengkapan sarana dan prasarana 

dalam penerapan OSS pada pelayanan perizinan usaha yang 

didukung dengan fasilitas berupa fasilitas peralatan, jaringan. 

Fasilitas berupa komputer khusus sebagai sarana perijinan OSS 

terdapat 6 unit komputer. Terdapat jaringan wifi sebagai 

penunjang jaringan yang memakai jaringan khusus yaitu viber. 
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DPMPTSP juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung yang 

datang ke DPMPTSP secara langsung.
94

 

  

Fasilitas peralatan berupa computer dan jaringan internet ada dua, 

yang pertama untuk staf DPMPTSP dan yang kedua khusus untuk 

jaringan OSS. Fasilitas gedung kantor DPMPTSP sebagai tempat 

pelayanan perizinan berusaha bagi pengunjung yang datang yang 

dilengkapi ruang tunggu bagi customer, bagi pengunjung yang 

berkebutuhan khusus dilengkapi kursi roda dan tempat duduk khusus, 

dan disediakan tempat ibu menyusui bagi pengunjung yang membawa 

anak. Dari hasil wawancara tersebut menujukkan bahwa untuk sarana 

prasarana atau fasilitas sudah cukup membantu dalam memberikan 

pelayanan OSS.   

    Gambar 4. 9 

 Depan Gedung DPMPTSP Jember 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 94 Melinda Dwi Puspitasari, Staf Informasi dan Pelayanan OSS, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 17 November 2020. 
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 Gambar 4.10 

Ruang Tunggu Bagi Pengunjung DPMPTP Jember 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.11 

Ruang tunggu bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat 

dan dibalik tirai tersebut diperuntukkan untuk ibu menyusui 

bagi pengunjung yang membawa bayi. 
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Gambar 4.12 

 Kursi roda yang diperuntukkan untuk pengujung yang berkebutuhan 

khusus. 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

 Resepsionis yang disebelahnya juga disediakan sistem antrian  

layar sentuh (touch screen)  

 

 

 

3) Penyebarluasan Informasi dan sosialisasi 

Dengan ketersediaanya sistem informasi di web 

htpps://sipp.menpan.go.id, web site layanan pusat yaitu 
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https://oss.go.id, dan web sistem informasi Kabupaten Jember di web 

http://www.jemberkab.go.id dan benner yang pada akhirnya 

memberikan informasi tentang adanya pelayanan perizinan melalui 

OSS. Pemberian sosialisasi yang diberikan kepada sebagian pelaku 

usaha dan para Notaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. 

Tujuan adanya sosialisasi tersebut supaya masyarakat mengetahui 

bahwa perizinan usaha sudah mengunakan aplikasi OSS yang bisa 

diakses melalui laman OSS yaitu https://oss.go.id.  

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Teguh ialah sebagai 

berikut: 

Penyebarluasan Informasi melalui Web Site di 

htpps://sipp.menpan.go.id, Web Site layanan pusat OSS yaitu 

https://oss.go.id, Web Site Kabupaten Jember yaitu 

http://www.jemberkab.go.id, dan benner yang dipasang didepan 

pintu Kantor DPMPTSP. Kami pada tahun 2019 lalu telah 

mengadakan sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha 

serta Notaris yang ada di Kabupaten Jember.
95

 

 

4) Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan 

DPMPTSP dalam melakukan penerapan OSS pada pelayanan 

perizinan usaha yaitu berdasarkan pada kebijakan peraturan 

Perundang-Undangan salah satunya yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 

mengenai Pemerintahan Daerah termuat dalam pasal 4 ayat (2) 

menjelaskan tentang salah satu urusan wajib yang menjadi 

kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan. 

                                                           
 95 Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariatan, 

diwawancari oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020. 

https://oss.go.id/
http://www.jemberkab.go.id/
http://www.jemberkab.go.id/
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Berikutnya melalui acuan PP nomor 18 tahun 2016 mengenai 

perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka 

pemerintahan Jember membuat perangkat daerah yang termuat dalam 

Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 mengenai pembentukan 

dan susunan perangkat daerah pasal 1 ayat (11) bahwa Dinas adalah 

Dinas Daerah Kabupaten Jember.  

Dengan adanya Perbub Nomor 56 tahun 2016 pada BAB II 

tentang kedudukan dan susunan organisasi bagian ke satu kedudukan 

pasal 2 ayat (3) bahwa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan terpadu.
96

 Pasal 18 PP Nomor 24 tahun 2018 juga 

menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada 

pasal 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya 

penerbitannya telah di limpahkan atau didelegasikan kepada pejabat 

lainnya.
97

 Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Teguh 

yaitu 

“DPMPTSP dalam melaksanakan OSS sebagai perizinan usaha 

mengacunya pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2018, karena itu yang menjadi dasar hukum kami.”
98

  

 

 

                                                           
 96 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. 

 97Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pasal 18. 

 98Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariatan, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020. 
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b. Kendala  

  Tujuan pelayanan pada dasarnya ialah untuk memuaskan 

kebutuhan masyarakat. Namun adanya pelayanan baru melalui Online 

Single Submission pada perizinan usaha untuk mencapai kualitas 

pelayanan prima pastiah menemui beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:  

1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam Penggunaan Media 

Teknologi Informasi 

Media teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting pada pemberian 

pelayanan publik. Penyediaan media teknologi dan informasi 

merupakan bagian penting yang harus terus dibangun oleh 

pemerintah sebagai penyedia layanan. Dengan mengeluarkan 

kebijakan baru maka Sumber daya aparatur menjadi garda terdepan. 

Namun dalam penyampaian informasi melalui media teknologi tidak 

langsung berdampak pada semua lapisan masyarakat. Secara otomatis 

banyak masyarakat tidak mengetahui dengan pelayanan baru yang 

disuguhkan oleh pemerintah. 

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku Kepala Bagian 

Kepegawaian:  

 Sudah disediakan media teknologi informasi melalui media 

internet web OSS milik pusat. Kami juga memasang brenner 

didepan kantor DPMPTSP. Karena kami juga hanya melalui 

media web internet dan benner, jadi masyarakat ada beberapa 

yang tidak tahu. Sebenarnya web informasi itu ya dari pusat 
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kalau punyak kami ya cuma sip menpan saja itu pun kami hanya 

mencantuman link informasi tentang OSS.
99

  

 

Pemanfaatan madia teknologi informasi kini telah menjadi 

keperluan dasar bagi masyarakat karena berdampak pada 

kelangsungan penerimaan pelayanan publik. Dari hasil wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi yang telah 

dilakukan hanya melalui dua cara yaitu melalui media internet web 

OSS milik pusat dan melalui benner yang terpampang didepan pintu 

DPMPTSP. Pada akhirnya berdampak pada ketidak tahuan 

masyarakat tentang pelayanan OSS di Pemerintah Kabupaten Jember. 

Maka solusi yang diberikan adalah tetap tergantung pada benner yang 

terpasang didepan kantor. Namun DPMPTSP masih berkeinginan 

pada tahun mendatang membuat khusus informasi tentang OSS.  

2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya 

pelayanan baru  

Setiap individu masyarakat hampir semuanya sudah mengunakan 

teknologi masa kini. Dan disetiap keseharian dapat dipastikan 

berhubungan secara langsung dengan teknologi. Pengaruh pengunaan 

teknologi yang begitu cepat secara tidak langsung berdampak 

terhadap aspek kebutuhan pada bidang pelayanan publik. Namun tak 

sedikit masyarakat menggunakan media teknologi untuk hiburan 

semata. Secara otomatis banyak masyarakat tidak mengetahui dengan 

                                                           
 99 Andika Ahmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020.  
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pelayanan baru yang disuguhkan oleh pemerintah. Selayaknya 

sebagai penerima pelayanan harus aktif dan partsipatif menerima 

pelayaanan, terutama pelayanan Online Single Submission (OSS) 

yang diterapkan di Kabupater Jember di DPMPTSP. Kurangnya 

partisipasi masyarakat dengan adanya pelayanan baru dibidang 

perizinan berusaha yang pada akhirnya kurang maksimal dan adanya 

pelayanan baru serasa tidak berarti.  

Hasil wawancara yang dilakukan bersama para pelaku usaha 

sebagai berikut: 

Perizian melalui OSS tidak tahu karena saya melakukan 

perizinan usaha dengan datang secara langsung ke sini. Baru 

tahunya ini tadi lihat dibenner kalau ada perizinan lewat online. 

Saya juga jarang buka internet palingan buka internet lihat yang 

lain. 
100

  

 

Bahwa dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan 

adanya pelayanan OSS. Masyarakat yang kurang aktif dalam 

memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari hal-hal yang 

berguna. Kurangnya aktifnya pelaku usaha dan kesadaran yang 

akhirnya mereka acu tak acu dengan pelayanan baru. Kiranya perlu 

meningkatkan diseminasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan 

juga lebih sadar dengan adanya kebijakan-kebijakan yang 

diberlakukan oleh pemerintah. Karena pelayanan baru yang 

sedemikian rupa diberikan untuk kepentingan masyarakat dalam 

                                                           
 100 Mugni Agung Hidayatulloh, Pelaku Usaha/Pengunjung DPMPTSP Jember, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 8 Desember 2020. 
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memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan usaha. 

Diseminasi ialah sebuah pekerjaan yang ditandai oleh kelompok 

sasaran atau individu agar mereka mendapatkan informasi, tumbuh 

pemahaman menerima dan memanfaatkan informasi.
101

 

3) Sosialisasi yang tidak berkelanjutan 

Dalam melakukan suatu sosialisasi pastinya melakukan 

komunikasi. Komunikasi ialah suatu proses penyampaikan pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengganti 

sikap pendapat, perilaku baik melalui lisan atau secara tidak langsung 

melalui media.
102

 

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku Kepala bagian 

Kepegawaian yaitu:   

Kami juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dulu diaula 

Pemkab tahun 2018 bersama para pelaku usaha dan notaris, 

masalahnya kami juga kalo mau mengadakan sosialisasi lagi 

harus membuat tim khusus juga perlu dibuatkan regulasi atau 

surat SK dari Bupati atau Kepala Dinas dulu baru kegiatan 

operasional DPMPTSP dapat berjalan karena sosialisasi juga 

perlu anggaran.
103

 

 

Senada dengan yang dikatakan oleh pelaku usaha di Kabupaten 

Jember sebagai berikut:  

Saya tidak tahu sosialisasi OSS kalau toh ada saya pasti tahu. 

Saya saja mengurus perizianan langsung kesini.
104

  

                                                           
 101 Diseminasi dana desa. https://bpkad.banjarkab.go.id/ Diakses tanggal 14 September 

2020. 

 102 Marthalina, Dwi Ayu Sulistyaningrum, “Sosialisasi Gerakan Mas Al Dalam 

Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid-19 Dikelurahan Bintoro, Demak,” Civitas Consecration, 

Volume 1 Nomor-1 2021:29-41. http://ejournal.ipdn.a.id//cc/rticle/download.. 
103 Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020. 

 104 Bapak Andriyono, Perusahaan Cv Primarosandries, Diwawancarai Oleh Uun 

Mu’abidah, 28 November 2020. 

https://bpkad.banjarkab.go.id/
http://ejournal.ipdn.a.id/cc/rticle/download
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Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa soialisasi telah 

diberikan kepada pelaku usaha dan Notaris di Pemkap Jember namun 

tidak berkelanjutan akhirnya ada pelaku usaha yang tidak tahu 

dengan pelayanan OSS. Dalam sosialisasi DPMPTSP harus membuat 

dulu SK dan regulasi untuk  anggaran oprasional kegiatan sosialisasi. 

4) Terbatasnya Anggaran  

Untuk mendukung pencapaian suatu program pemerintah perlu 

adanya anggaran bagi DPMPTSP Jember untuk meningkatkan 

pelayanan. Dengan adanya suatu dana dari pemerintah akhirnya 

program-program dalam segala aspek kegiatan dapat berjalan.  

Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama pegawai 

DPMPTSP dan dari data LAKIP yaitu: 

Dalam hal anggaran disesuaikan dengan LAKIP DPMPTSP 

2019 bahwa untuk mendukung program kegiatan dana 

diambilkan dari APBD. Untuk mensukseskan OSS sebagai 

pelayanan baru memang sangat membutuhkan anggaran yang 

cukup banyak.
105

 

 

Gambar 4.14 

Anggaran Pelaksaanaan Pelayanan 

 

                                                           
 105 Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020.  
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Dari hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP bahwa 

didalam LAKIP DPMPTSP 2019 sudah tercantum bahwa anggaran 

berasal dari APBD. Namun untuk kegiatan pendukung dalam 

mensukseskan pelayanan perlu adanya anggaran yang mana harus 

dibuat SK oleh dari Bupati atau dari Kepala Dinas  DPMPTSP. 

3. Solusi dalam Implementasi Online Single Submission pada Perizinan 

Usaha Pemerintah Kabupaten Jember. 

Solusi adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar 

dari masalah hambatan yang terjadi dalam implementasi OSS pada 

perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember. Maka solusi yang 

diberikan sebagai berikut : 

Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan media 

teknologi informasi. Sumber daya memegang peran penting bagi 

keberhasilan suatu kebijakan. Kemajuan dalam kebijakan tidak akan berarti 

apabila pelaksana kebijakan tidak mempunyai kesiapan. Hasil wawancara 

bersama Bapak Andika sebagai berikut: 

 “Solusinya bergantung pada benner karena kami juga masih belum 

ada kesiapaan membuat web informasi yang memang khusus untuk 

informasi OSS. Ya dimungkinkan tahun mendatang.”
106

 

 

  Dari hasil wawancara dan obervasi yang dilakukan bahwa 

DPMPTSP belum memberikan solusi dalam memperlebar media teknologi 

dan informasi OSS pada akhirnya DPMPTSP masih tergantung dengan 

benner yang dipasang didepan kantor DPMPTSP. 

                                                           
 106 Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020. 
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Partisipasi masyarakat menjadi indiator terpenting dalam 

keberhasilan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan 

dibuatnya kebijakan. Maka dengan kurang partisipasi dan kesadaran 

masyarakat dengan adanya pelayanan baru di Pemerintah Kabupaten Jember 

yaitu:  

“Kami tetap melakukan penyampian dimedia internet mekipun itu 

tidak langsung berpengaruh tapi setidaknya masyarakat yang tahu 

bisa berpartisipasi dalam kebijakan baru ini.”
107

 

 

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa partisipasi sangat 

diperlukan untuk keberangsungan dan kesuksesan kebijakan baru namun 

disini solusi yang dilakukan tetap pada penyampaian dimedia internet.  

Sosialisasi yang merupakan sebuah kegiatan untuk memberitahukan 

atau mempengaruhi masyarakat untuk mengunakan produk atau pun jasa 

tertentu. Maka adanya sosialiasi yang tidak berkelanjutan adalah sebagai 

berikut: 

“Maka solusi kami dari pihak DPMPTSP hanya bisa melakukan 

antisipasi yaitu dengan memberikan edukasi. Edukasi diberikan 

ketika pelaku usaha datang langsung ke kantor DPMPTSP.
108

” 

 

Senada juga dengan yang dikatakan salah satu pelaku usaha yang 

secara langsung datang ke DPMPTSP Jember yaitu: 

“Saya kesini untuk mengurus perizinan usaha saya. Iya, Saya tadi 

dikasik tahu sama salah satu pegawai bagian informasi. Beliau 

menjelaskan tentang perizinan usaha terutama perizinan Online.”
109

 

 

                                                           
 107 Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun 

Mu’abidah, 20 November 2020. 

 108 Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariatan, 

diwawancarai oleh Uun Mu’abidah, 18 November 2020. 

 109 Vivi, Pelaku Usaha/pengunjung yang datang ke DPMPTSP Jember, diwawancarai 

oleh Uun Mu’abidah, 24 November 2020. 
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Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa 

Pemerintahan Kabupaten Jember untuk mengantisipasi sosialisasi yang 

tidak berkelanjutan dengan memberikan antisipasi melalui edukasi kepada 

pelaku usaha yang datang langsung ke kantor DPMPTSP. 

C. Pembahasan Temuan  

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa penemuan yang 

terungkap dalam proses penelitian dengan menelaah fakta-fakta yang telah 

peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen di lokasi 

penelitian yang kemudian dikontraskan dengan teori-teori terkait. Berdasarkan 

fokus penelitian didapatkan beberapa penemuan yaitu sebagai berikut:  

1. Bentuk Implementasi Online Single Submission (OSS) pada perizinan 

usaha di Pemerintah Kabupaten Jember.  

 Menurut Masihatin, pelayanan publik merupakan semua sarana 

pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pelaksanaan persyaratan peraturan 

perundang-undangan, penyelenggara pelayanan publik melakukan kegiatan 

pelayanan. Pemerintah pusat dan daerah menawarkan pelayanan perizinan 

sebagai salah satu bentuk fungsi administratif dalam rangka pemberian izin 

pelayanan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagai pelayanan publik berupa pelayanan, berupa 

barang publik, dan sebagai pelayanan publik yang secara teori menjadi 
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tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat. 

BUMN atau BUMD tingkat pusat, daerah, dan daerah.
110

 

 Dalam Good Goversnance (Pemerintahan yang baik) merupakan 

pengaplikasian pemerintahan dalam mengemban fungsi, mengelola 

administrasi pemerintahan dan memberikan layanan secara maksimal pada 

masyarakat. Good Governance menurut United Nation Development 

program (UNDP) yaitu pengaplikasian kewenangan pengelolaan beragam 

urusan penyelenggaraan Negara menurut politik, ekonomi, dan 

administrasif disemua tingkatan.
111

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tertera dalam Pasal 4 ayat (2) 

yaitu salah satu pekerjaan yang wajib menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah Kabupaten yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

hal administrasi pemerintahan.
112

 Maka implementasi dari OSS pada 

perizinan usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember 

sebagai berikut:  

Dalam pelaksanaan implementasi Online Single Submission 

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan 

berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah dilimpahkan atau 

didelegasikan kepada pejabat lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa memang DPMPTSP telah melakukan pelayanan berdasarkan 

                                                           
 110 Abdul Hamid, “Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayaan Publik,” ( Jurnal Academica 

Fisip Untad Vol 03 No. 01 Pebruari 2011), 541. 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2293/1486. 

 111 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik  (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 165. 

 112 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2). 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2293/1486
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tugasnya sebagai Lembaga OSS yang ada didaerah. Hal tersebut sesuai 

dengan ketetapan PP Nomor 24 tahun 2018 pasal 4. Dan dalam pasal 101 

ayat (1) menjelaskan bahwa Mentri, Pemimpin Lembaga, Gubernur, 

dan/atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak 

memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.
113

  

 Dalam memberikan hak dan kewajiban yang diberikan dalam 

pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada daerah kepada 

DPMPTSP. Dalam hal kejelasan dari mulai persyaratan teknis administratif 

pelayanan publik. Link OSS telah di publikasikan melalui 

htpps://sipp.menpan.go.id. dan untuk persyaratan prosedur teknis yang 

pelaku usaha bisa melihatnya di web OSS langsung dilaman 

https://oss.go.id. Unit kerja pejabatnya yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sistem perizinan melalui 

elektronik atau OSS memuat dengan jelas informasi mengenai progres 

jalannya perizinan yaitu melalui web. Masyarakat hanya perlu mengakes 

web menpan dan disitu tertera untuk melakukan pendaftaran perizinan 

melalui web OSS atau bisa datang langsung ke DPMPTSP. Melalui web 

OSS tersebut pelaku usaha tinggal mengisi formulir secara online tanpa 

harus datang ke DPMPTSP. Hasil dari penelitian peneliti menemukan 

bahwa untuk kejelasan prosedur hanya dengan melalui pusat informasi saja 

yang ada di web OSS yang disitu sudah ada simulasi dan tata cara 

melakukan perizinan melalui OSS.  

                                                           
 113 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 101 ayat (1) 

http://sip.menpan.go.id/
https://oss.go.id/
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  Produk merupakan hasil dari sebuah pekerjaan yang disini beraitan 

dengan perizinan usaha melaui OSS. Dalam pasal 19 ayat (3) menjelaskan 

bahwa penerbitan perizinan usaha oleh Lembaga OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang 

informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya ayat (4) bahwa dokumen 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda 

tangan elektronik. Dan ayat (6) bahwa dokumen elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (print out).
114

 Maka dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa dalam kesesuaian produk disesuikan dengan 

perijinan yang didaftarkan dan bentuk produknya tidak lagi mengunakan 

tanda tangan berstempel melainkan berbentuk elektronik berbarkot. 

  Fasilitas dalam Pasal 78 ayat (2), fasilitas sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 1 berupa huruf a bahwa pelayanan informasi yang 

berkaitan dengan perizinan berusaha dan huruf b bahwa bantuan untuk 

mengakses laman OSS dalam rangka mendapat perizinan berusaha.
115

 Dari 

hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitas informasi bagi pelaku usaha 

yang mau mengurus pendaftaran ijin usahanya dan untuk pelaku usaha 

yang kesulitan juga telah disipkan untuk bantuan pengaksesn OSS karena 

ternyata pelayanan OSS ini termasuk cukup baru di Kabupaten Jember.  

                                                           
 114 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 19 ayat (3), (4), (6). 
115 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 78 ayat (2). 
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  Dalam bentuk rician biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha 

untuk melakukan perizinan usaha melalui OSS adalah gratis termuat dalam 

PP Nomor 24 tahun 2018 pasal 102 bahwa penggunaan OSS antar 

Kementrian Lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah dalam rangka 

pemberian perizinan berusaha melalui OSS tidak dikenakan biaya.
116 

Menurut SK Men PAN No. 81 Tahun 1995, biaya pelayanan ditetapkan 

dengan efisiensi, hemat belanja negara, menyesuaikan pembiayaan 

pelayanan dengan keadaan kemampuan masyarakat, dan mengikuti 

prosedur yang transparan.
117

 Dalam penelitian ditemukan bahwa memang 

untuk pelayanan OSS gratis dan para penerima pelayanan setidaknya bisa 

mengurangi pengeluran karena proses perizinannya dilakukan secara 

online melalui form tapi untuk masalah pengurusan selanjutnya NPWP 

baru berbayar di pihak terkait dengan pajak.    

2. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi Online Single 

Submission pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember. 

a. Faktor pendukung 

1) Sumber Daya Manusia (SDM)  

SDM mempunyai peran utama pada pelayanan publik. Apa yang 

dilakukan, apa yang diberikan, apa yang dikomunikasikan, dan apa 

yang dilakukan dalam SDM akan dievaluasi dan diapresiasi oleh 

penerima layanan.
118

 Bahwa didalam LAKIP DPMPTSP 2019 untuk 

                                                           
116 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 102. 

 117 Inu Kecana Syafiie, Ilmu Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2013). 149.  

 118 Hayat. Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 44 



83 

 

 

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur kebijakan yang 

diambil dari DPMPTSP adalah dengan melakukan bimpek atau 

pelatihan dan peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui 

infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur, jenis layanan, 

serta kapasitas SDM pelayanan.
119

 

Hasil penelitian peneliti menemukan bahwa fasilitas tenaga fisik 

dalam pelayanan mempunyai tugas masing-masing. Namun peneliti 

juga menemukan dilapangan bahwa ada beberapa juga petugas yang 

mendobel pekerjaan akan tetapi masih bisa mengatasi. Sedangkan 

dalam peningkatan kualitas SDM aparatur pihak DPMPTSP 

melakukan bimtek dan pelatihan dengan di adakannya pertemuan 

diluar kota salah satunya di Kota Surabaya.  

2) Sarana dan Prasaran 

Menurut Moenir, sarana dan prasarana ialah semua jenis 

peralatan, perlengkapan kerja dan fasiltas lain yang berfungsi sebgai 

alat utama pembantu dalam menjalankan pekerjan, dan berfungsi 

sosial dalam rangka kebutuhan orang yang sedang berhubungan pada 

organisasi kerja itu.120 Tanpa adanya suatu alat, kinerja tidak akan 

berjalan dengan maksimal. Apalagi SDM tidak bisa bekerja tanpa 

bantuan sarana pasarana.121  

                                                           
 119 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2019. 

 120Suhraeni, “Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dibidang 

Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember)” (Skripsi, IAIN Jember), 86.  

 121 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 79. 
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Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sarana-prasarana 

merupakan sarana utama dan pendukung yang harus ada disetiap 

pelayanan apalagi dengan diberalakukannya Online Single 

Submission maka fasilitas penunjang implementasi merupakan 

sarana yang utama. Pemerintah Kabupaten Jember yaitu di Dinas 

terkait sudah memberikan sarana prasarana atau fasilitas yang cukup 

memadai mulai dari fasilitas umum sampai dengan fasilitas 

penunjang Online Single Submssion.  

3) Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi 

Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pelayanan 

mulai dari prosedur, persyaratan, dan biaya tarif layanan yang 

diketahui oleh masyarakat dalam menujang kelancaran pelayanan. 

Informasi dapat diberikan dalam bentuk pamflet, iklan layanan 

masyarakat, media massa, web. Pemberlakuan OSS pada pelayanan 

perizinan usaha yang tidak terlepas dari pengaruh kebijakan 

Peraturan Perndang-Undangan. Adanya peraturan tersebut yang pada 

akhirnya pelayanan memiliki keterbukan informasi maka 

menyangkut kebijakan maka dapat diperoleh secara bebas oleh 

semua masyarakat tanpa terkecuali.
122

  

Adanya Web htpps://sipp.menpan.go.id, Web Site layanan pusat 

OSS yaitu https://oss.go.id, Web Site Kabupaten Jember di 

http://www.jemberkab.go.id, benner dan adanya pemberian 

                                                           
 122 Hendra Riofita, “Analisis Pelayanan Prima Dan Kualitas Pelayanan Badan pelayanan 

Perijinan Terpadu Provinsi Riau,”(Jurnal Pendidian Ekonomi, Manajemen Dan Keungan, UIN 

Suska Riau, 2018), 33-34. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/2472/1893. 

http://www.jemberkab.go.id/
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/2472/1893
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sosialisasi yang pada akhirnya memberian pengetahuan adanya OSS. 

Dari hasil penelitian didapatan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember 

telah berusaha memberikan informasi melalui dua arah yaitu melalui 

media web, benner maupun melalui sosialisasi. 

4) Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan 

Adanya acuan bagi instansi dalam melaksanakan program 

kegiatan dalam membantu pemberian pelayanan publik dalam 

bidang administrasi perizinan usaha dan juga sebagai dasar hukum 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban instansi dan juga untuk 

memenuhi hak dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jember dalam melaksanakan pelayanan OSS sudah 

berdasarkan kebijakan peraturan Perundang-Undangan salah satunya 

Perbub Nomor 56 tahun 2016 BAB II kedudukan dan susunan 

organisasi bagian ke satu kedudukan pasal 2 ayat (3) bahwa Dinas 

seperti dimaksud dalam ayat 1 yang memiliki tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
123

 Pasal 18 PP 

Nomor 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha 

seperti yang dimaksud dalam pasal 1 termasuk perizinan berusaha 

                                                           
 123 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Pasal 2 ayat (3).  
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yang kewenangannya penerbitannya telah di limpahkan atau 

didelegasikan kepada pejabat lainnya.
124

b. Faktor Kendala

1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengunaan Media

Teknologi Informasi 

Pelayanan publik adalah dari masyarakat untuk masyarakat 

dan Negara. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bentuk dalam 

proses pelayanan adalah sebuah kewajiban bagi negara. Setiap warga 

negara mempunya hak mengetahui semua bentuk informasi apalagi 

berkaitan dengan suatu kebijakan publik. Informasi harus diberikan 

oleh lembaga publik kepada masyarakat dengan berbagai media 

sesuai asas keterbukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 14 pasal 64 yang 

membahas tentang keterbukaan informasi kepada pihak sebagai 

layanan publik dalam menciptakan transparasi.125 Dalam UUD 1945 

pasal 28 F sudah dijelaskan bahwa: 

 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dalam 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis 

saluran yang tersedia.”   

Lebih lanjut disebutkan bahwa organisasi penyelenggara 

harus menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 

124 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 18. 
125 Fahrezi. “E Government Dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemeritahan Yang 

Baik (Aupb) Dikota Binjai” (Skripsi Univeritas Sumatra Utara, 2018), 40. 
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dibentuknya pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2009. 

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal satu paling sedikit meliputi penyediaan pelayanan, penanganan 

pengaduan masyarakat, mengelolas informasi, memelihara 

pengendalian internal, melibatkan publik, dan menyediakan layanan 

konsultasi.
126

 

  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP sudah 

mempublis pelayanan OSS melalui media internet yaitu di Web 

sistem informasi di htpps://sipp.menpan.go.id, web site layanan OSS 

pusat yaitu https://oss.go.id, web sistem informasi Kabupaten Jember 

diweb http://www.jemberkab.go.id dan benner di kantor DPMPTSP 

juga tertempel jelas informasi perizinan melalui OSS karena 

teknologi informasi yang dipakai melalui internet yaitu web dan 

melalui benner saja pada akhirnya masyarakat yang selalu update 

dan yang datang ke kantor saja yang tahu. Teknologi informasi 

dalam bentuk media yang minim dapat menimbulkan misinformasi. 

2) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dengan Adanya 

Pelayanan Baru 

 Pelayanan publik ialah membantu kepentingan yang 

berhubungan dengan kepentingan publik.
127

 Melayani sesuai 

keseluruhan aspek dasar yang diperlukan oleh masyarakat agar 

dipenuhi menurut ketentuannya. Dalam mengoptimalkan adanya 

                                                           
 126 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 (ayat 1 dan 2). 

 127 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 22. 

https://oss.go.id/
http://www.jemberkab.go.id/
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pelayanan OSS maka perlunya peran serta masyarakat sebagai 

penerima pelayanan tanpa masyarakat suatu kebijakan tidak akan 

berjalan maksimal. Partisipasi yang berarti peran serta. Dapat 

diartikan secara luas yakni sebagai bentuk peran serta atau 

keikutsertaan secara aktif dalam sebuah kegiatan.
128

  

 Dari hasil penelitian ini ditemukan menemukan masyarakat 

kurang berpartisipasi dan tidak aktif dengan adanya kebijakan dalam 

pelayanan perizinan usaha melalui OSS. Akhirnya ada dan tidak ada 

pelayanan OSS mereka tetap tahunya pada pelayanan offline saja. 

3) Sosialisasi  

  Dalam Perbub Nomor 56 tahun 2016 pasal 10 ayat (2) 

huruf j tentang bidang perizinan sudah dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan tugas maka fungsi dari bidang perizinan adalah 

pelaksanaan koordinasi bersama tim terkait dalam melakukan 

penyuluhan pada masyarakat mengenai perizinan serta pasal 12 ayat 

(2) huruf d menjelaskan tentang pelaksanaan monitoring.129 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP juga 

sudah berupaya berkomunikasi secara langsung yaitu melalui 

sosialisasi kepada para pelaku usaha dan Notaris yang dilihat dari 

dokumentasi dari DPMPSP Jember sudah melakukan suatu upaya 

                                                           
 128 Ervina Fuadatul Khilmi, “Pembentuka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaran Pendidikan Di Kabupaten Jember Dalam Persepektif Demokrasi 

Partisipatif Dibidang Pendidikan Dasar ”(Tesis Megister, Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Konsetrasi Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2015), 33. 

 129 Sekertariat Negara RI, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Pasal 10, (ayat 2 huruf J).  
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yakni mengadakan suatu sosialisasi tahun 2018. Peneliti menemukan 

bahwa upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan ternyata masih pada 

lingkup terbatas maksudnya adalah bahwa pelaksanaan sosialisasi 

yang dilakukan pada tahun 2018 hanya pada pelaku usaha dan para 

Notaris pada lingkup kecil. Sedangkan untuk masyarakat luas belum 

semuanya terjamah.  

4) Anggaran  

 Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan 

publik dalam bidang perizinan usah di DPMPTSP adalah dana 

anggaran. Dengan adanya anggaran maka pelaksanaan pelayanan 

akan berjalan secara masimal. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anggaran dalam 

pelayanan pemerintah Kabupaten Jember di DPMPTSP telah 

diambilkan dari dana APBD. Namun perlunya penambahan lagi dana 

untuk menunjang dan mendukung terlaksana pelayanan OSS pada 

perizinan usaha karena merupakan pelayanan baru. 

3. Solusi yang diberikan dalam Implementasi Online Single Submission  

pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember. 

Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah dalam sebuah 

pelayanan umum pastilah ada sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

jalan keluar untuk dapat menjadi langkah mencapai keberhasilan. Maka 

solusi yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai 
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jawaban dari kendala yang telah terjadi dari pelaksanaan implementasi 

OSS pada perizinan usaha sebagai berikut: 

Sumber Daya Manusia yang arus mampu bekerja untuk memberian 

jasa atau usaha kerja yang dilakukan. Mampu bekerja diartikan sebagai 

mampu, mengerti dan kompeten dalam segala bidang termasuk dalam 

urusan pengembangan informasi sehingga berefek pada kepuasan terhadap 

pelayanan.
130

 Dalam penelitian ditemukan bahwa karena memang belum 

ada sumber daya manusaia yang memang difokuskan untuk mengurusi 

tentang pengemabangan informasi tentang OSS jadi solusinya masih 

mengantungkan pada benner karena pihak DPMPTSP belum adanya 

kesiapan dalam hal penyampaian informasi melalui media sendiri.  

Anggaran dalam pelaksanaan perizinan berusah melaui sistem OSS 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran 

pendapatan dan belanja derah kabupaten/kota.
131

 Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa anggaran diambilkan dari dana APBD karena pelayanan 

baru juga butuh kegiatan pendukung seperti sosialisasi maka harus 

dibuatkanlah SK oleh Bupati atau Kepala Dinas namun anggaran juga 

tidak langsung diturukan. Maka solusi Sosialisasi yang tidak berkelanjutan 

juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran yang dibuat untuk sosialisasi 

akhirnya tidak berlanjutan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu melakukan antisipasi dengan melakukan edukasi 

kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.  

                                                           
 130 Hayat , Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 106. 

 131 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 

tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pasal 95 ayat (4). 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission 

pada Perizinan Usaha,” dapat disimpulkan bahwa:  

1. Dalam melakukan implementasi OSS pada perizinan usaha Kabupaten 

Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Jember perananya sebagai Lembaga OSS didaerah yang hanya bertugas 

sebagai wadah pelaksana perizinan usaha secara OSS. Pada akhirnya 

dalam bentuk implementasi OSSnya mengacu kepada Peraturan 

Perundang-Undangan pada PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan 

perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Bentuknya implementasi 

OSS dimulai dari prosedur pelayanan dalam pendaftaran izin, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan penerbitan izin usaha, 

sarana prasarana atau fasilitas pelayanan Online Single Submission.  

2. Faktor pendukung dan kendala dalam implementasi Online Single 

Submission pada Perizian Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember yakni: 

a. Pendukungnya meliputi : 

1) Sumber daya manusia terdiri dari 29 orang mulai dari PNS dan 

honorer yang memiliki tugas masing-masing dan didukung dengan 

adanya pelatihan bagi staf pelayanan perizinan melalui OSS.  
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2) Sarana prasarana yang berupa fasilitas peralatan dan jaringan. 

Fasilitas peralatan yang terdiri dari computer, jaringan wifi khusus. 

Penyediaan fasilitas penunjang lainnya yang diperutukan bagi 

pegunjung yang datang langsung ke kantor DPMPTSP.  

3) Penyebarluasan informasi melalui di htpps://sipp.menpan.go.id, web 

site layanan OSS pusat yaitu https://oss.go.id, web sistem informasi 

Kabupaten Jember diweb http://www.jemberkab.go.id dan benner di 

kantor DPMPTSP dan sosialisasi.  

4) Kebijakan peraturan perundang-undangan yang terdapat peraturan 

Perundang-Undangan salah satunya yaitu UU No 23 tahun 2014 

mengenai Pemerintahan Daerah. PP No 18 tahun 2016 mengenai 

perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka 

pemerintahan Jember membuat perangkat daerah yang termuat 

dalam Perda Kabupaten Jember No 3 tahun 2016 mengenai 

pembentukan dan susunan perangkat daerah pasal 1 ayat 11 bahwa 

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember. Perbub No 56 tahun 

2016 pada BAB II tentang kedudukan dan susunan organisasi 

bagian ke satu kedudukan pasal 2 ayat 3 bahwa Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Pasal 18 PP No 

24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha 

sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan berusaha 

https://oss.go.id/
http://www.jemberkab.go.id/
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yang kewenangannya penerbitannya telah di limpahkan atau 

didelegasikan kepada pejabat lainnya.   

b. Kendalanya meliputi :  

1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam pengunaan media 

teknologi informasi. 

2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya 

pelayanan baru. 

3) Sosialisasi yaitu tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan  

4) Anggaran yaitu perlunya penambahan anggaran untuk mendukung 

oprasional dalam pelayanan publik.  

3 Solusi yang diberikan dalam implementasi Online Single Submission 

(OSS) pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember. 

a. Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam pengunaan media teknologi 

informasi. Solusinya masih mengantungkan pada benner karena 

pihak DPMPTSP belum adanya kesiapan dalam hal penyampaian 

informasi melalui media sendiri.  

b. Anggaran diambilkan dari dana APBD karena pelayanan baru juga 

butuh kegiatan pendukung seperti sosialisasi maka harus 

dibuatkanlah SK oleh Bupati atau Kepala Dinas namun anggaran 

juga tidak langsung diturukan. Maka solusi Sosialisasi yang tidak 

berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran yang 

dibuat untuk sosialisasi akhirnya tidak berlanjutan maka Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan 
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antisipasi dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang 

datang ke DPMPTSP.  

B. Saran-saran 

Dari hasil observasi selama penelitian serta dari temuan yang peneliti 

dapatkan bahwa adanya Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan Usaha 

selayaknya peneliti memberikan saran dari penelitian yang telah dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

Bagi pemerintah Jember khususnya bagi instansi yang berwenang 

dalam memberikan pelayanan pada perizinan berusaha melalui OSS agar 

membuat web informasi sendiri yang mana itu dapat mempermudah bagi 

masyarakat umum dan juga terkhusus bagi pelaku usaha. Mereka dapat 

melihat dan mengakses kabar yang berkaitan dengan Online Single 

Submission (OSS) perizinan usaha khusus untuk wilayah Kabupaten Jember. 

Tak terlepas dari peran Pemerintahan sebagai pemegang kendali yang 

harusnya membangun kepercayaan publik sehingga menjadikan pola pikir 

masyarakat ke arah positif kepada pemerintahan.  

Dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar sudah dijelaskan yakni tiap 

orang berhak untuk berkomuniksi dalam mendapat informasi untuk 

meningkatkan pribadi dan kawasan sosialnya, dan juga berhak untuk mencari, 

memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah dan memberikan informasi 

melalui segala jenis saluran yang sudah tersedia. Mungkin perlu adanya, jika 

Dinas terkait memanfaatkan media sekreatif mungkin melalui semua jenis 
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saluran seperti radio, tv, majalah atau yang lainnya agar menarik masyarakat 

agar semakin banyak lagi masyarakat yang tahu, tidak hanya pelaku usaha 

yang pernah menikmati pelayanan saja.  

Bagi Pemerintahan Kabupaten Jember kirannya perlu mengalokasikan 

anggaran secara khusus untuk sosialisasi dan penyampaian informasi melaui 

media-media publik. 

Untuk khususnya masyarakat dan para pelaku usaha supaya lebih 

memperhatikan dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

atau instansi terkait yang telah berusaha memberikan wadah pelayanan 

pendaftaran perizinan usaha melalui manual dan yang terbaru secara 

elektronik. Adanya perkembangan zaman yang semuanya berbasis androit 

yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi 

terutama informasi pelayanan publik beserta kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Sebagai warga Negara yang baik hendaknya patuhi prosedur karena Negara 

kita adalah Negara hukum yang kesemuannya diatur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan.  

Untuk lembaga pendidikan kirannya perlu adanya penelitian 

berkelanjutan karena ada banyak sekali permasalahan yang perlu diteliti 

selain penelitian yang telah peneliti sekarang lakukan. Perlunya pengkritisan 

yang berkaitan dengan pemerintahan daerah beserta pelayanan-pelayanannya. 
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Gambar 1 

Wawancara dengan Bapak Teguh Priyadi Wijaya selaku Staf bagian Perizinan, 

Penanaman Modal dan Sekertariatan. 

 

 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan Bapak Andika Akhmad Wijaya, SE. selaku Kasubag Umum 

dan kepegawaian. 

 

 



 

 

 

Gambar 3 

Wawancara bersama Bapak Agung Yuli Nugroho, S.Si Staf bagian Perizinan, 

Penanaman Modal. 

 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan Ibu Melinda Dwi Puspitasari, S. SOS. selaku Staf informasi 

dan operator pelayanan OSS. 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 5 

Sosialisasi Online Single Submission (OSS) yang dilakukan pada tahun 2019 

besama para notaris dan pelaku usaha 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 6 

Proses edukasi kepada pelaku usaha 

 

 

Gambar 7  

Wawancara dengan Bapak Mughni Agung Hidayatulloh 

selaku pelaku usaha. 
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